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BAB 1

PENDAHULUAN

A. UMUM

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(UU 17/2003) menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atds
pengelolaan  fiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas antara lain menyusun
Laporan Keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasal 9 UU 17/2003 menyatakan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kementerian Negara/Lembaga yang
dipimpinnya mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan
Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pasal 30 ayat (2) UU 17/2003 menyatakan bahwa Presiden menyampaikan Rancangan
Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN kepada DPR berupa
Laporan Keuangan yang meliputi Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas,
dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan Laporan Keuangan
perusahaan negara dan badan lainnya.

Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (UU 1/2004) menyatakan bahwa Menteri Keuangan selaku
Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan dan Pelaporan Keuangan Negara.

Pasal 51 ayat (1) UU 1/2004 menyatakan bahwa Menteri Keuangan/Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Negara/Daerah menyelenggarakan
akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ckuitas dana, termasuk
transaksi pembiayaan dan perhitungannya.

Pasal 51 ayat (2) UU 1/2004 menyatakan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala
Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan
akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk
transaksi pendapatan dan belanja yang berada dalam tanggung jawabnya.

Pasal 55 ayat (1) UU 1/2004 menyatakan bahwa Menteri Keuangan selaku pengelola
fiskal menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk disampaikan kepada
Presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

Pasal 55 ayat (2) UU 1/2004 menyatakan bahwa dalam menyusun Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri/Pimpinan Lembaga
selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan
keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas
Laporan Keuangan dilampiri Laporan Keuangan Badan Layanan Umum pada
Kementerian Negara/Lembaga masing-masing.

Pasal 36 ayat (1) UU 17/2003 menyatakan bahwa ketentuan mengenai pengakuan
dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-
lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan
belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran
berbasis kas.

Pasal 70 ayat (2} UU 1/2004 menyatakan bahwa ketentuan mengenai pengakuan dan
pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-
lambatnya pada tahun 2008 dan selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan
belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran
berbasis kas.
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Pénjelasan 'Umum UU 1/2004 menyatakan bahwa agar informasi yang
disampaikan dalam Laporan Keuangan pemerintah dapat memenuhi prinsip
transparansi dan akuntabilitas, perlu diselenggarakan Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP) yang sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan. SAPP terdiri dari Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Bendahara Umum Negara (SABUN) yang dilaksanalkan oleh Kementerian
Keuangan dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAl) yang
dilaksanakan oleh Kementerian Negara/lLembaga. :

Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara,
maka perlu dibuat suatu mekanisme dan peraturan yang mengatur tentang Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

B. TUJUAN

Tujuan Pedoman Pelaksanaan SAPP adalah untuk memberikan petunjuk umum
dalam menyelenggarakan: '

1.

Akuntansi dan Pelaporan Bendahara Umum Negara atas:

- Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas pada KPPN, Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Pengelolaan Kas Negara,
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, dan Direktorat Jenderal
Perbendaharaan;

- Transaksi penerusan pinjaman, penerimaan  pengembalian penerusan
pinjaman, dan posisi aset dari penerusan pinjaman pada Direktorat Pengelolaan
Penerusan Pinjaman,

- Transaksi penerimaan dan pengeluaran investasi dan posisi investasi pada
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;

- Transaksi penerimaan, pengeluaran dan posisi utang serta hibah pada
Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang;

- Transaksi subsidi dan belanja lain-lain pada Direktorat Jenderal Anggaran;
- Transaksi transfer ke daerah pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;

- Transaksi khusus pada unit-unit eselon I seperti: pengeluaran untuk kerjasama
internasional, pengeluaran perjanjian hukum internasional, pengeluaran
koreksi dan pengembalian, jasa perbendaharaan, PFK, dan Perbankan; dan

- Posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pada Badan Lainnya.

Akuntansi Instansi atas transaksi pendapatan, belanja, beban, aset, kewajiban,
dan ekuitas pada tingkat Satuan Kerja, Wilayah, Eselon-I, Kantor Pusat

- Kementerian Negara/Lembaga, termasuk SKPD penerima Dana

Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan, dan Badan Layanan Umum.

C. RUANG LINGKUP

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai SAPP dalam rangka menghasilkan Laporang
Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). SAPP dikembangkan sesuai dengan ketentuan
dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Peraturan Menteri ini berlaku untuk seluruh unit organisasi pada Pemerintah Pusat
dan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Pemerintah Daerah dalam rangka
pelaksanaan Dekonsentrasi dan/atau Tugas Pembantuan yang dananya bersumber
dari APBN serta pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (BUN).

Tidak termasuk dalam ruang lingkup Peraturan Menteri ini adalah:

1.

Pemerintah Daerah (yang sumber dananya berasal dari APBD);

ey
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2. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang terdiri dari:

a.

Perusahaan Perseroan; dan

b. Perusahaan Umum.

D, SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAN PELAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PUSAT (SAPP)

1. Tujuan SAPP
SAPP berfﬁjuan untuk:

a.

Menjaga aset Pemerintah Pusat dan instansi-instansinya melalui pencatatan,
pemrosesan, dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai dengan
standar dan praktik akuntansi yang diterima secara umuim,

Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan
kegiatan keuangan Pemerintah Pusat, baik secara nasional maupun instansi
yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja, untuk menentukan ketaatan
terhadap otorisasi anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas;

Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu
instansi dan Pemerintah Pusat secara keseluruhan,; dan

Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan,
pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan pémerintah secara
efisien.

2. Ciri-Ciri Pokok SAFP

a.

Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah
basis akrual. Penerapan basis kas tetap digunakan dalam penyusunan Laporan
Realisasi Anggaran sepanjang APBN disusun menggunakan pendekatan basis
kas.

Sistem Pembukuan Berpasangan

Sistem Pembukuan Berpasangan didasarkan atas persamaan dasar akuntasi
yaitu Aset = Kewajiban + Ekuitas. Setiap transaksi dibukukan dengan
mendebet perkiraan dan mengkredit perkiraan yang terkait. Namun demikian
untuk akuntansi atas anggaran dilaksanakan secara single entry (pembukuan
tunggal).

Desentralisasi Pelaksanaan Akuntansi

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas dilaksanakan secara
berjenjang oleh unit-Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan baik di kantor
pusat instansi maupun di daerah.

Bagan Akun Standar

SAPP menggunakan bagan akun standar yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan yang berlaku untuk tujuan penganggaran maupun akuntansi.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

SAPP mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam melakukan
pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan terhadap transaksi
keuangan entitas pemerintah pusat.
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3. Kérangka Umum SAPP

SAPP terdiri dari:

a.

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Xeuangan dan Pelaporan Keuangan
Bendahara Umum Negara (SABUN] -

SABUN dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan'Pengguna
Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA-BUN). SABUN terdiri
dari beberapa subsistem, yaitu:

1)
2)
3)
4)
S)

6)
7)
8)
9)
10)

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat (SiAP);

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah (SAUP);
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah (SIKUBAH);

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah (SAIP);

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Pelaporan Penerusan
Pinjaman (SAPPP};

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah (SATD);
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi (SABS);
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Beianj a Lainnya {SABL);
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus (SATK); dan

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Pelaporan Keuangan
Badan Lainnya (SAPBL).

Dalam pelaksanaan SABUN, Kementerian Keuangan selaku BUN membentuk
Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara sebagai
benkut

1.

2.

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara
(JABUN]J;

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Bendahara Umum
Negara (UAPBUN};

Unit Alcuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara
tingkat Pusat (UAKBUN-Pusat);

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Kuasa Bendahara
Umum Negara tingkat Kantor Wilayah (UAKKBUN-Wilayah);

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara

Tingkat Daerah/KPPN (UAKBUN-Daerah/KPPN};

oy
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6. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran
Eselon [ Bendahara Umum Negara (UAPPA-E1 BUN); dan

7. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran
Bendahara Umum Negara {(UAKPA BUN).

Pembentukan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan lingkup BUN dapat

~ disesuaikan dengan karakteristik entitas.

Sistem Akuntans1_ dan Pelaporan Keuangan Instansi {SAI)

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAl) dilaksanakan oleh
kementerian negara/lembaga. Kementerian negara/lembaga melakukan
pemrosesan data untuk menghasilkan Laporan Keuangan.

Dalam pelaksanaan SAI, kementerian negara/lembaga membentuk Unit
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Unit Akuntansi dan Pelaporan Barang
Milik Negara (BMN).

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada SAI, terdiri dari:

1. Unit Akuntansi dah Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran (UAPA);

2. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran-
Eselonl (UAPPA-E1};

3. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran-
Wilayah (UAPPA-W); dan

4, Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran
(UAKPA},

Unit Akuntansi dan Pelaporan BMN pada SAI, terdiri dari:

1. Unit Akuntansi dan Pelaporan Pengguna Barang (UAPB);

2. Unit Akuntansi dan Pelaporan Pembantu Pengguna Barang-Eselonl
(UAFPPB-E1});

3. Unit Akuntansi dan Pelaporan Pembantu Pengguna Barang-Wilayah
(UAPPB-W); dan

4. Unit Akuntansi dan Pelaporan Kuasa Pengguna Barang (UAKPB).

Pembentukan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan lingkup kementerian
negara/lembaga dapat disesuaikan dengan karakteristik entitas.

E. JENIS-JENIS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) disampaikan kepada DPR sebagai
pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN. Sebelum disampaikan kepada DPR
RI, LKPP tersebut terlebih dahulu direviu oleh Aparat Pengawasan Intern dan diaudit
oleh BPK. ’ :

LKPP terdiri dari:

R N

Laporan Realisasi Anggaran;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Neraca;

Laporan Operasional;

Laporan Arus Kas;

Laporan Perubahan Ekuitas; dan

Catatan atas Laporan Keuangan.
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BAB II

SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
BENDAHARA UMUM NEGARA

A. GAMBARAN UMUM SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BENDAHARA
UMUM NEGARA (SABUN)

SABUN menghasilkan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (BUN). BUN
dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu BUN sebagai pengelola kas dan BUN sebagai
Pengguna Anggaran Bagian Anggaran (BA) BUN/pengelola transaksi BUN lainnya.
SIAP diselenggarakan oleh BUN selaku pengelola kas, sedangkan SABUN selain SiAP
diselenggarakan oleh BUN selaku Pengguna Anggaran BA-BUN/pengelola transaksi
BUN lainnya.

Dalam pelaksanaan SABUN, Menteri Keuangan selaku BUN membentuk Unit
Akuntansi Bendahara Umum Negara (UABUN) yang terdiri dari:

a.

b.

| S

UAPBUN AP, dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJFPBN) c.q.
Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Dit PKNj;

UAPBUN Pengelolaan Penerusan Pinjaman, dilaksanakan oleh DJPBN cq.
Direktorat Sistem Manajemen Investasi (Dit SMI);

UAPBUN Pengelolaan Investasi Pemerintah, dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara (DJKN};

UAPBUN Pengelolaan Utang, dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan
Utang (DJPU);

UAPBUN Pengelolaan Hibah, dilaksanakan oleh DJPU,;

UAPBUN Pengelolaan Transfer ke Daerah, dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan (DJPK);

UAPBUN Pengelolaan Belanja Subsidi, dilaksanakan oleh Direlktorat Jenderal
Anggaran (DJA);

UAPBUN Pengelolaan Belanja Lain-lain, dilaksanakan oleh DJA;

UAPBUN-TK, dilaksanakan antara lain oleh:

1. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) selaku UAPBUN TK Pengelola Pengeluéran
Hubungan Internasional dan Dukungan Kelayakan;

2. DJA selaku UAPBUN TK Pengelola PNBP yang dikelola DJA;
3. DJKN selaku UAPBUN Pengelola Aset yang berada dalam pengelolaan DJKN;
dan '

4. DJPBN selaku UAPBUN TK Pengelola Pembayaran Belanja Pensiun, Belanja
Asuransi Kesehatan, Belanja Program Tunjangan Hari Tua, dan
Pendapatan/Belanja terkait dengan Pengelolaan Kas Negara,;

UAPBUN-Badan Lainnya, dilaksanakan oleh DJPBN; dan

UABUN untuk melakulkan konsolidasi Laporan Keuangan BUN yang dilaksanakan
oleh Menteri Keuangan c.q DJPBN c.q Direktorat Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan (Dit APK).
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B. SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PUSAT (SiAP)
1. Unit Akuntansi

SIAP dilaksanakan oleh DJPBN. Dalam pelaksanaannya melibatkan unit pemroses
data sebagai berikut:

a.
b.

C.

d.

KPPN sebagai UAKBUN-Daerah;

Dit PKN-DJPBN sebagai UAKBUN-Pusat;

Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai UAKKBUN-Kanwil; dan
DJPBN cq. Dit PKN sebagai UAPBUN AP.

2. Dokumen Sumber

Dokumen Sumber yang diproses oleh unit akuntansi pada SiAP antara lain sebagai
berikut:

a.

b.

d.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dan dokumen lain yang
dipersamakan termasuk revisinya.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM)}, Surat
Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Pengesahan Pembukuan
(SP3), Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB), Nota Debet, Kiriman Uang
(KU)-Keluar, Wesel Pemerintah, Daftar Penguji dan bukti pendukung lainnya.

Bukti Penerimaan Negara (BPN) antara lain: formulir Surat Setoran Pajak
(SSP), Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), Surat Setoran Bea dan Cukai
{SSBC), Nota Kredit, KU-Masuk dan dokumen pendukung lainnya.

Memo Penyesuaian dan dokumen lainnya yang sah.

3. Proses Akuntansi

Prosedur pemrosesan data akuntansi dilakukan secara berjenjang menggunakan
aplikasi SPAN, dimulai dari;

a.

KPPN selaku UAKBUN-Daerah memproses Dokumen Sumber atas transalksi
penerimaan dan pengeluaran melalui KPPN untuk menghasilkan Laporan
Keuangan berupa Laporan Arus Kas, Neraca Kas Umum Negara {KUN), dan
Catatan atas Laporan Keuangan. KPPN selaku UAKBUN-Daerah melakukan
rekonsiliasi data transaksi keuangan dengan seluruh satuan kerja di wilayah
kerjanya. KPPN menyusun Laporan Keuangan tingkat UAKBUN-Daerah dan
menyampaikannya kepada Kanwil Ditjen PBN selaku UAKKBUN-Kanwil.

Kanwil Ditjen PBN selaku UAKKBUN-Kanwil melakukan penyusunan Laporan
Keuangan berupa Laporan Arus Kas, Neraca KUN, dan Catatan atas Laporan
Keuangan berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan dari seluruh KPPN di
wilayah kerjanya, Kanwil Ditjen PBN selaku UAKKBUN-Kanwil melakukan
rckonsiliasi data transaksi keuangan dengan UAPPA-W di wilayah kerjanya.
Kanwil Ditjen PBN menyampaikan Laporan Keuangan tingkat UAKKBUN-
Kanwil ke Dit. PKN selaku UAPBUN-AP.

Dit, PKN-DJPBN selaku UAKBUN-Pusat memproses Dokumen Sumber atas
transaksi penerimaan dan pengeluaran BUN melalui Kantor Pusat untuk
menghasilikan Laporan Arus Kas, Neraca KUN, dan Catatan atas Laporan
Keuangan., Dit. PKN-DJPBN selaku UAKBUN-Pusat menyampaikan Laporan
Keuangan tingkat UAKBUN-Pusat ke UAPBUN-AP.
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d. DJPBN c.q. Dit. PKN selaku UAPBUN-AP melakukan penggabungan Laporan
Keuangan dari UAKBUN-Pusat dan UAKKBUN-Kanwil untuk menghasilkan
Laporan Keuangan tingkat UAPBUN-AP berupa Laporan Arus Kas, Neraca
KUN, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dit. PKN selaku UAKBUN-AP
menyampaikan Laporan Keuangan tingkat UAKBUN-AP ke DJPBN c.q. Dit APK

selalcua UABUN.

. Jenis dan Periode Laporan

Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh SiAP paling sedikit sebagai berikut:

a. Laporan Keuangan tingkat UAKBUN-Daerah/KPPN adalah:

No. Nama Laporan Periode
1. | Laporan Arus Kas Bulanan, Semesteran,
Tahunan
2. | Neraca KUN Bulanan, Semesteran,
Tahunan

3. | CalK

Semesteran, Tahunan

b. Laporan KUN tingkat UAKKBUN-Kanwil/Kanwil DJFPBN adalah:

No. Nama Laporan Periode

1. Laporan Arus Kas Bulanan, Semesteran,
Tahunan

2. | Neraca KUN Bulanan, Semesteran,
Tahunan

3. | CalK

Semesteran,Tahunan

c. Laporan KUN tingkat UAKBUN-Pusat/Dit. PKN adalah:

No. Nama Laporan

Periode

1. | Laporan Arus Kas

Bulanan, Semesteran,
Tahunan

2. Neraca KUN

Bulanan, Semesteran,
Tahunan

3. | CalK Semesteran,Tahunan
d. Laporan KUN tingkat UAPBUN-AP/Dit. PKN adalah:
No. Nama Laporan Periode

1. | Laporan Arus Kas

Bulanan, Semesteran,
Tahunan

2. | Neraca KUN

Bulanan, Semesteran,
Tahunan

3. | CaLK

Semes{eran,Tahunan
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e. Laporan KUN di tingkat UABUN/Ditjen Perbendaharaan c.q Dit. APK adalah:

No. Nama Laporan Periode
1. | Laporan Arus Kas - Bulanan, Semesteran,
Tahunan
2. | Neraca KUN Bulanan, Semesteran,
Tahunan
3. | CalK Semesteran,Tahunan

Ketentuan mengenai SiAP diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

C. SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN UTANG PEMERINTAH (SAUP)

1. Unit Organisasi

SAUP dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU} selaku
UAPBUN-Pengelolaan Utang. Dalam rangka pelaksanaan SAUP dapat dibentuk
satu atau beberapa UAKPA BUN pengelolaan utang pemerintah.

. Dokumen Sumber

SAUP melakukan proses akuntansi terhadap Dokumen Sumber atas transaksi
Pengelolaan Utang yang antara lain terdiri dari:

a. Pembayaran Bunga Utang Dalam dan Luar Negeri,

b. Pembayaran Cicilan Utang Luar Negeri;

c. Pembayaran Cicilan Utang Dalam Negeri;

d. Penerimaan Utang Luar Negeri; dan

e. Penerimaan Utang Dalam Negeri.

Dokumen Sumber yang digunakan dalam pengelolaan utang antara lain terdiri
dari:

+ dokumen anggaran, contoh: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

e dokumen pengeluaran, contoh: Notice of Payment {NoP), Surat Permintaan
Membayar (SPM)

e dokumen penerimaan, contch: Notice of Disbursement (NoD), Withdrawal
Aplication (WA), SP2D, SP3ULN, dan Surat Pembukuan Pinjaman Luar Negeri
(SP2LN}

e dokumen lainnya yang dipersamakan
» Memo penyesuaian

. Proses Akuntansi

DJPU selaku UAPBUN-Pengelolaan Utang memproses data transaksi utang, hibah,
penerimaan dan pengeluaran pembiayaan menggunakan sistem aplikasi
terintegrasi serta menyampaikan Laporan Keuangan yang dihasilkan kepada Dit
APK-DJPBN selaku UABUN.

Pemrosesan Dokumen Sumber menimbulkan pengakuan pengeluaran pembiayaan,
penerimaan pembiayaan, penambahan nilai utang dan penurunan nilai utang serta
menghasilkan Laporan Keuangan berupa:
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a. Laporan Realisasi Anggaran terkait:
e Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan;
s Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan; dan
e Anggaran dan Realisasi Pembayaran Bunga Utang;

b. Laporan Operasional,

¢. Laporan Perubahan Ekuitas;

d. Neraca; dan

e, Catatan atas Laporan Keuangan,;

Laporan Keuangan disajikan seckurang-kurangnya 2 (dua} kali dalam setahun, yaitu
Laporan Keuangan semester I dan Laporan Keuangan tahunan.

Pengiriman Laporan Keuangan semesteran dan tahunan ke Dit. APK-DJPBN selaku
UABUN disertai dengan "Pernyataan Tanggung Jawab” yang ditandatangani oleh
Direktur pada DJPU selaku Penanggung jawab UAPBUN-Pengelolaan Utang

DJPU melakukan rekonsiliasi data dengan DJPBN c.q UAPBUN AP setiap semesteran.

Ketentuan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan pengelolaan utang pemerintah

diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN HIBAH (SIKUBAH)

SIKUBAH diterapkan untuk menangani transaksi Pengelolaan Hibah yang terdiri dari:

e Pendapatan hibah

s Belanja hibah.

Berdasarkan bentuknya hibah dapat berupa:

e Hibah uang (uang tunai dan/atau uang untuk membiayéi kegiatan)

» Hibah barang/jasa

e Hibah surat berharga

Berdasarkan mekanisme pencairannya hibah dapat berupa:

+ Hibah terencana

+ Hibah langsung

Berdasarkan sumbernya hibah dapat berupa:

+ Hibah dalam negeri

e Hibah luar negeri

1. Unit akantansi _
Dalam rangka pelaksanaan SIKUBAH Menteri Keuangan selaku BUN menetapkan:
a. DJPU selaku UAPBUN-Pengelolaan Hibah; “

b. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen, DJPU selaku UAKPA-BUN
transaksi pendapatan dan belanja hibah;

¢. DJPK selaku UAKPA-BUN Transaksi Belanja Hibah ke daerah

DJPU selaku UAPBUN-Pengelolaan Hibah menyustin dan menyampaikan Laporan
Keuangan pengelolaan hibah kepada Dit APK—_DJPBN selaku UABUN.
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2. Dokumen sumber

Dokumen sumber yang digunakan dalam pengelolaan hibah antara lain terdiri dari:

BHERTEEF®R ™ o0 T

Berita Acara Serah Terima;

DIPA dan/atau revisinya;

DIPA Pengesahan;

Notice of disbursment (NoD);

Surat Perintah Pengesahan Hibah Uang (SP2HU);

Surat Pengesahan Hibah Uang (SPHU);

Surat Perintah Pengesahan Hibah Barang/Jasa/Surat Berharga (SP2HBJS);
Surat Pengesahan Hibah Barang/Jasa/Surat Berharga (SPHBJS};
Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah{SP4H);
Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah(SP3H);

Berita Acara Serah Terima (BAST);

Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah (SPTMH);

. SSPB/SSBP; dan

Memo Penyesuaian.

3. Proses Akuntansi

Dalam pelaksanaannya SIKUBAH menggunakan sistem aplikasi teritegrasi.
Pemrosesan Dokumen Sumber menimbulkan pengakuan pendapatan dan belanja
hibah serta menghasilkan Laporan Keuangan berupa:

a.

b.
C.
d.

€.

Laporan Realisasi Anggaran, berupa: _

s Laporan Realisasi Pendapatan Hibah; dan
* Laporan Realisasi Belanja Hibah;
Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Ekuitas;

Neraca; dan

Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan disajikan sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun, yaitu
laporan keuangan semester [ dan laporan keuangan tahunan.

Pengiriman Laporan Keuangan ke Dit. APK selaku UABUN disertai dengah
"Pernyataan Tanggung Jawab” yang ditandatangani oleh Direktur DJPU selaku
Penanggung jawab UAPBUN Pengelolaan Hibah.

DJPU melakukan rekonsiliasi data dengan UAPBUN AP setiap semesteran.

Ketentuan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan pengelolaan hibah diatur
dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

E. SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INVESTASI PEMERINTAH (SAIP)

SAIP diterapkan untuk menangani transaksi investasi Pemerintah jangka panjang.
Investasi Pemerintah Jangka Panjang terdiri dari Investasi Non Permanen dan
[nvestasi Permanen.

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang kepemilikannya
berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki

terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan-’ataﬁ menarik kembali.



MENTERI KEUANGAN
REFPUBLICINDORNESIA

- 14 -

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk
dimiliki secara terus-menerus tanpa ada niat untuk, diperjualbelikan atau menarik
kembali.

Kebijakan dalam penentuan investasi Pemerintah diatur oleh Menteri Keuangan.

Pelaksanaan investasi Pemerintah dapat dilakukan oleh Kementerian Keuangan
dan/atau unit lain yang ditunjuk.

1. Unit Akuntansi

SAIP dilaksanakan oleh unit yang menjalankan penatausahaan dan pelaporan
Investasi Pemerintah dalam hal ini DJKN sebagai UAPBUN-Pengelolaan Investasi.
Dalam rangka pelaksanaan SAIP dapat dibentuk satu atau beberapa UAKPA BUN
pengelolaan investasi.

Unit yang menjalankan penatausahaan dan pelaporan investasi Pemerintah (DJKN)
memproses data transaksi investasi Pemerintah baik permanen maupun non
permanen, penerimaan bagian laba/pendapatan dari investasi, penerimaan dan
pengeluaran investasi serta menyampaikan Laporan Keuangan kepada Dit APK-
DJPBN selaku UABUN.

2. Dokumen Sumber
Dokumen Sumber yang digunakan dalam pengelolaan investasi antara lain terdiri
dari:
¢ dokumen anggaran,;
« dokumen pengeluaran;
« dokumen penerimaan,;
¢ memo penyesuaian; dan
» dokumen lainnya yang dipersamakan.

3. Proses Akuntansi

SAIP dilaksanakan menggunakan sistem aplikasi teritegrasi. Pemrosesan Dokumen
sumber menimbulkan pengakuan pengeluaran pembiayaan, penerimaan
pembiayaan, penambahan nilai investasi dan penurunan nilai investasi serta
menghasilkan laporan berupa: :

1. Laporan Realisasi Anggaran;
Laporan Operasional;
Laporan Perubahan Ekuitas;

Neraca; dan
Catatan atas Laporan Keuangan.

s LN

Laporan Keuangan disajikan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun,
yaitu Laporan Keuangan semester I dan Laporan Keuangan tahunan.

Pengiriman Laporan Keuangan ke Dit. APK selaku UABUN disertai dengan
Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh Direktur J enderal Kekayaan
Negara selaku Penanggung jawab UAPBUN DJKN.

Unit yang menjalankan fungsi penatausahaan dan pelaporan investasi melalukan
rekonsiliasi data dengan UAPBUN AP setiap semesteran.

Ketentuan mengenai SAIP diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

F. SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENERUSAN PINJAMAN (SAPFP)

Sistemn Akuntansi dan Pelaporan Penerusan Pinjaman (SAPPP) diterapkan untuk
menangani transaksi penerusan pinjaman dan pengembalian penerusan pinjaman
termasuk biaya atas penerusan pinjaman.

1. Unit akuntansi

SAPPP dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat
Sistem Manajemen Investasi selaltu UAPBUN Pengelolaan Penerusan Pinjaman.
Dalam rangka pelaksanaan SAPPP dapat dibentuk satu atau beberapa UAKPA BUN
Pengelolaan Penerusan Pinjaman.

2. Dokumen Sumber

Dokumen sumber yang digunakan dalam pengelolaan penerusan pinjaman antara
lain adalah:

e dokumen anggaran, contoh: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

+ dokumen pengeluaran, contoh: Notice of Disbursement (NoD), Surat Permintaan
Membayar (SPM)/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nota Kredit

e dokumen penerimaan, contoh: Notice of Disbursement (NoD), Withdrawal
Aplication (WA}, SP2D, SP3ULN, Surat Pembukuan Pinjaman Luar Negeri
(SP2LN), Nota Debet

+ dokumen lainnya yang dipersamakarn.
e Memo penyesuaian
3. Proses akuntansi

Direktorat Sistem Manajemen Investasi selaku UAPBUN-Pengelolaan Penerusan
Pinjaman memproses data transaksi penerusan pinjaman, penerimaan kembali
penerusan pinjaman, serta pendapatan dan biaya yang timbul menggunakan
sistem aplikasi teritegrasi dan menyampaikan laporan keuangan yang dihasilkan
kepada DIT. APK selaku UABUN.

Pemrosesan dokumen sumber menimbulkan pengakuan penerusan pinjaman,
pengeluaran pembiayaan, penerimaan pembiayaan dan menghasilkan laporan
berupa: :

1. Laporan Realisasi Anggaran;

2. Laporan Operasional;

3. Laporan Perubahan Ekuitas;

4. Neraca; dan

5. Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengiriman Laporan Keuangan ke Dit. APK-DJPBN selaku UABUN disertai dengan

Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh Direktur SMI selaku
Penanggung jawab UAP BUN-Pengelolaan Penerusan Pinjaman.

Dit SMI-DJPBN melakukan rekonsiliasi data dengan UAPBUN AP setiap
semesteran.

Ketentuan mengenai SAPPP diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

G. SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN TRANSFER KE DAERAH (SATD)

Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah (SATD) diterapkan untuk menangani transaksi
transfer kepada pemerintah daerah antara lain: = - - - -

s+ Dana perimbangan,; '

+ Dana otonomi khusus; dan

- Dana Penyesuaian.
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Dana perimbangan adalah belanja pembiayaan pemerintah dalam kerangka negara
kesatuan yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah
serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan
dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah. Dana perimbangan
terdiri dari: Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU}, dan Dana Alokasi
Khusus (DAK).

Dana otonomi khusus dan penyesuaian adalah belanja pembiayaan pemerintah dalam
kerangka pelaksanaan daerah otonomi khusus dan perimbangan keuangan pusat dan
daerah.

1. Unit Akuntansi

SATD dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK]} selaku
UAPBUN-Pengelolaan Tansfer ke Daerah. Dalam rangka pelaksanaan SATD dapat
ditunjuk satu atau beberapa UAKPA-BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah.

2. Dokumen Sumber

Dokumen Sumber yang digunakan dalam pengelolaan transfer ke daerah antara
lain terdiri dari:

» dokumen anggaran, seperti: DIPA dan revisinya;

¢ dokumen pengeluaran, seperti: SPM/SP2D;

s dokumen lainnya yang dipersamakan.

e memo penyesuaian
3. Proses Akuntansi

DJPK selaku UAPBUN-Pengelolaan Transfer ke Daerah memproses data transaksi
dana perimbangan serta dana otonomi khusus dan dana penyesuaian
menggunakan sistem aplikasi teritegrasi kemudian menyampaikan Laporan
Keuangan kepada Dit. APK-DJPBN selaku UABUN.

Pemrosesan Dokumen Sumber menimbulkan pengakuan transfer ke daerah serta
menghasilkan laporan berupa:

Laporan Realisasi Anggaran,;

Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Ekuitas;

Neraca, dan

e. Catatan atas Laporan Keuangan.

o oo

Pengiriman Laporan Keuangan semesteran dan tahunan ke Dit. APK-DJPBN selaku
UABUN disertai dengan Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh
Direktur pada DJPK selaku Penanggung jawab UAPBUN Pengelolaan Transfer ke
Daerah. '

DJPK melakukan rekonsiliasi data dengan UAPBUN AP setiap Semesteran.

Ketentuan mengenai SATD diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

H. SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BELANJA SUBSIDI {(SABS)

Sistem Akuntansi Belanja Subsidi (SABS) mencatat transaksi keuangan BUN terkait
pengelolaan belanja subsidi.
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1. Unit Akuntansi

SABS dilalksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran selaku unit eselon [ yang
melaksanakan kewenangan Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran Belanja
Subsidi. Pengguna Anggaran dapat menunjuk pejabat pada Kementerian
Negara/Lembaga/Pihak Lain sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.

Direktorat Jenderal Anggaran merupakan UAPBUN-Pengelolaan Belanja' Subsidi.
Dalam rangka pelaksanaan SABS dibentuk UAKPA BUN, UAPPA-EI BUN, dan
UAPA BUN pengelolaan Belanja Subsidi.

2. Dokumen Sumber

Dokumen Sumber yang digunakan dalam pengelolaan Belanja Subsidi antara lain
terdiri dari:
* dokumen anggaran, seperti: DIPA dan revisinya;
e dokumen pengeluaran, seperti: SPM/SP2D,;
s+ dokumen lainnya yang dipersamakan; dan
s memo penyesuaian.
3. Proses Akuntansi

SABS dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga dan Kementerian Keuangan
menggunakan aplikasi SAKTL

Pemrosesan Dokumen Sumber transaksi Belanja Subsidi dalam rangka menyajikan
Laporan Keuangan berupa:

» Laporan Realisasi Anggaran;

¢+ Laporan Operasional,

e Laporan Perubahan Ekuitas;

s Neraca, dan

» Catatan atas Laporan Keuangan.

DJA mengirimkan Laporan Keuangan kepada Dit. APK-DJPBN setiap semester dan
tahunan.

Pengiriman Laporan Keuangan semesteran dan tahunan ke Dit. APK-DJ PBN selaku
UABUN disertai dengan Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh
Direktur pada DJA selaku Penanggung jawab UAPBUN Pengelolaan Belanja
Subsidi. ‘

DJA melakukan rekonsiliasi data dengan UAPBUN AP setiap semesteran.

Ketentuan mengenai SABS diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

I. SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BELANJA LAIN-LAIN (SABL)
SABL mencatat transaksi keuangan BUN terkait pengelolaan Belanja Lain-lain.
1. Unit Akuntansi

SABL dilaksanakan oleh DJA selaku unit eselon I yang melaksanakan kewenangan
Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran Belanja Lain-lain. Pengguna
Anggaran dapat menunjuk pejabat pada kementerian negara/ lembaga/pihak lain
sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.

DJA merupakan UAPBUN-Pengelolaan Belanja Subéidi.' Dalam rangka pelaksanaan
SABL dibentuk UAKPA BUN, UAPPA-EI BUN, dan UAPA BUN Pengelolaan Belanja

Lain-lain. :



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

2. Dokumen Sumber

Dolkumen sumber yang digunakan dalam pengelolaan Belanja Subsidi antara lain
terdiri dari:

¢ dokumen anggaran, seperti: DIPA dan revisinya;
» dokumen pengeluaran, seperti: SPM/SP2D;

* dokumen lainnya yang dipersamakan; dan

*  IMEMmOo penyesuaian.

Proses Akuntansi

Pemrosesan Dokumen Sumber transaksi Belanja Lain-lain dalam rangka
menyajikan Laporan Keuangan berupa:

e Laporan Realisasi Anggaran;

e Laporan Operasicnal;

» Laporan Perubahan Ekuitas;

e Neraca; dan

» Catatan atas Laporan Keuangan.

DJA mengirimkan Laporan Keuangan kepada Dit. APK-DJPBN setiap semester dan
tahunan. Pengiriman Laporan Keuangan semesteran dan tahunan ke Dit. APK-
DJPBN selaku UABUN disertai dengan Pernyataan Tanggung Jawab yang
ditandatangani oleh " Direktur pada DJA selaku Penanggung jawab UAPBUN
Pengelolaan Belanja Lain-lain.

DJA melakukan rekonsiliasi data dengan UAPBUN AP setiap semesteran.

Ketentuan mengenai SABL diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN TRANSAKSI KHUSUS (SATK)

SATK diterapkan untuk menangani transaksi, antara lain seperti:

Pengeluaran yang berhubungan dengan Keperluan Hubungan Internasional, antara
lain adalah Pengeluaran Kerjasama Internasional serta Perjanjian Hukum
Internasional yang dikelola BKF, ‘

Pengeluaran yang berhubungan dengan Pembayaran dukungan pemerinfah berupa
kontribusi fiskal berbentuk tunai atas sebagian biaya pembangunan proyek, yang
dikelola oleh BKF.,

PNBP yang dikelola Bendahara Umum Negara c.q. Direktorat Jenderal Anggaran,
kecuali pendapatan Bagian Laba BUMN. PNBP tersebut antara lain terdiri atas
Pendapatan Minyak Bumi dan Gas serta Pendapatan Panas Bumi,

Pengelolaan Aset yang berada dalam pengélolaan Ditjen Kekayaan Negara.

Pembayaran Belanja Pensiun, Belanja Asuransi Kesehatan, Program Tunjangan
Hari Tua (THT), Belanja PPN RTGS BI, dan Belanja Selisih Harga Beras Bulog, serta
Pendapatan dan Belanja yang terkait dengan Pengelolaan Kas Negara yang dikelola
oleh Ditjen Perbendaharaan.

. Unit Akuntansi

Akuntansi Transaksi khusus dilaksanakan oleh unit-unit eselon 1 di lingkup
Kementerian Keuangan yang diberikan kewenangan oleh Menteri Keuangan

Unit-unit eselon 1 di lingkup Kementerian Keuangan memproses data transaksi
tersebut dan menyampaikan laporan beserta ADK kepada Dit. APK-DJPBN.



MENTERF KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Dalam rangka pelaksanaan SATK, Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama
Menteri Keuangan membentuk unit akuntansi berupa:

a. Unit Akuntansi Koordinator Pembantu Bendahara Umum Negara Transaksi
Khusus (UAKP BUN TK);

b. Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus
(UAPBUN TKj;

¢. Unit Akuntansi Koordinator Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum
Negara Transaksi Khusus (UAKKPA BUN TK) sepanjang dalam satu jenis
transaksi khusus memiliki lebih dari satu UAKPA BUN TK; dan

d. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran- Bendahara Umum Negara
Transaksi Khusus (UAKPA BUN TK).

. Dokumen Sumber

Dokumen Sumber yang digunakan dalam pengelolaan transaksi dari badan lainnya
antara lain terdiri dari:

¢ dokumen anggaran;

» dokumen pengeluaran;

* dokumen penerimaan; dan

¢ dokumen lainnya yang dipersamakan;

* Imemo penyesuaian.

. Proses Akuntansi

SATK diterapkan untuk menangani transaksi yang bersifat khusus yang dilakukan
oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang tidak dapat
dikelompokkan ke dalam subsistem SABUN lainnya, antara lain:

»  Pengeluaran Kerjasama Internasional dan Perjanjian Hukum Internasional

¢ Pembayaran Dukungan Kelayakan

» PNBP yang dikelola oleh DJA kecuali Bagian Laba BUMN

* Aset Pemerintah yang berada dalam pengelolaan DJKN

» Pembayaran Belanja Pensiun, Belanja Asuransi Kesehatan, Program Tunjangahn
Hari Tua (THT), Belanja PPN RTGS BI, dan Belanja Selisih Harga Beras Bulog

* Pendapatan dan Belanja yang terkait dengan Pengelolaan Kas Negara
Pemrosesan Dokumen Sumber transaksi khusus dilakukan menggunakan sistem
aplikasi teritegrasi untuk menyusun Laporan Keuangan berupa:

1. Laporan Realisasi Anggaran,;

2. Laporan Operasional;

3. Laporan Perubahan Ekuitas;

4. Neraca; dan

5. Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengiriman Laporan Keuangan ke Dit. APK-DJPBN selaku UAKP BUN TK disertai
dengan Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh Penanggung jawab
UAPBUN TK. S8elanjutnya UAKP BUN TK menyampaikan Laporan Keuangan
ke Dit. APK-DJPBN selaku UABUN.

Unit-unit eselon I di lingkup Kementerian Keuangan yang diberikan kewenangan
oleh Menteri Keuangan sebagai UAPBUN TK melakukan rekonsiliasi data dengan
UAPBUN AP setiap semesteran. -

Ketentuan mengenai SATK diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.
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K. SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BADAN.LAINNYA (SAPBL)

SAPBL diterapkan untuk menyusun:

1. Neraca; dan .
2. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Lainnya.

Suatu organisasi yang telah ditetapkan sebagai Unit Badan Lainnya mengirim Laporan
Keuangan kepada Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Pelaporan Badan
Lainnya (UAPBUN PBL). Unit Badan Lainnya terdiri dari Unit Badan Lainnya yang
berupa Satuan Kerja dan Unit Lainnya yang bukan merupakan Satuan Kerja. Laporan
Posisi Keuangan Badan Lainnya dihasilkan dari Laporan Unit Badan Lainnya yang
bukan Satuan Kerja, sedangkan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Lainnya dihasilkan
dari Laporan Keuangan seluruh Unit Badan Lainnya.

UAPBUN PBL mengirim Laporan Posisi Keuangan dan Ikhtisar Laporan Keuangan
Badan Lainnya kepada UABUN. Laporan Posisi Keuangan akan dikonsolidasikan
dalam LK-BUN sedangkan Ikhtisar Laporan Keuangan disajikan sebagai lampiran LK-
BUN.

SAPBL dilaksanakan oleh DJPBN c.q. Dit APK.

Pengiriman Laporan Posisi Keuangan ke UABUN disertai dengan Pernyataan Tanggung
Jawab yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan seclaku
Penanggung jawab UAPBUN PBL..

Ketentuan mengenai SAPBL diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.
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k o BAB II1

SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN IN .STANSIA

A. GAMBARAN UMUM

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAl) merupakan
prosedur dalam siklus akuntansi yang dilaksanakan pada lingkup

kementerian negara/lembaga yang dalam pelaksanaannya. memproses -

transaksi -keuangan, barang, dan transaksi lainnya untuk menghasilkan
Laporan Keuangan yang dapat bermanfaat bagi pengguna Laporan Keuangan.
SAl akan dapat berjalan apabila memenuhi unsur-unsur pokok sebagai
berikut: :

1. Formulir/Dokumen Sumber
2. Jurnal

3. Buku besar

4. Buku pembantu

5. Laporan

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan akan berjalan dengan baik,
apabila dalam suatu organisasi selaku unit yang melaksanakan proses
akuntansi dan sekaligus membutuhan informasi yang dihasilkan, dapat
mengkoordinasikan unsur-unsur menjadi satu kesatuan yang dilaksanakan
oleh Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Dengari alasan tersebut maka
untuk melaksanakan SAI, kementerian negara/lembaga harus membentuk
Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi sesuai dengan hierarki
organisasi dengan tujuan agar proses akuntansi dapat berjalan dengan baik.

Unit Akuntansi dan Pelaporan Instansi terdiri dari Unit Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan dan Unit Akuntansi dan Pelaporan Barang Milik Negara
(BMN). Pembentukan kedua unit akuntansi dan pelaporan tersebut
dimaksudkan agar penyelenggaraan pencatatan atas transaksi aset berupa
BMN terjadi check and balance sebagai bagian dari penyelenggaraan
pengendalian internal di masing-masing unit akuntansi dan pelaporan pada
kementerian negara/lembaga.

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, terdiri dari ;

1. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran
(UAKPA) yang berada pada tingkat satuan kerja, termasuk SKPD yang
mendapatkan alokasi Dana Dekonsentrasi (UAKPA Dekonsentrasi) dan
SKPD yang mendapatkan alokasi Dana ’I‘ugas Pembantuan (UAKPA Tugas
Pembantuan);

2. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran
Wilayah (UAPPA-W) yang berada pada tingkat wilayah, termasuk UAPPA- W
Dekonsentrasi dan UAPPA-W Tugas Pembantuan;

3. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran
Eselon 1 (UAPPA-E1) yang berada pada tingkat Eselon 1; dan

4. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran (UAPA) ya_ng
berada pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga.

vy
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Sedangkan Unit Akuntansi dan Pelaporan BMN, terdiri dari :

1. Unit Akuntansi dan Pelaporan Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) yang
berada pada tingkat Satuan Kerja, termasuk SKPD yang mendapatkan
alokasi Dana Dekonsentrasi (UAKPB Dekonsentrasi) dan SKPD yang
mendapatkan alokasi Dana Tugas Pembantuan ({UAKPB Tugas
Pembantuan);

2. Unit Akuntaﬁsi_ dan Pelaporan Pembantu Pengguna Barang Wilayah
' (UAPPB-W) yang berada pada tingkat wilayah, termasuk UAPPB-W
Dekonsentrasi dan UAPPB-W Tugas Pembantuan,;

3. Unit Akuntansi dan Pelaporan Pembantu Pengguna Barang Eselon 1
(UAPPB-E 1)} yang berada pada tingkat eselon 1; dan

4, Unit Akuntansi dan Pelaporan Pengguna Barang (UAPB) yang berada
pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga.

Pembentukan Unit Akuntansi dan Pelaporan secara berjenjang dari
mulai UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1, sampai dengan UAPA, maupun Unit
Akuntansi Pelaporan BMN tidak secara mutlak diterapkan untuk masing-
masing kementerian negara/lembaga. Pembentukan Unit Akuntansi dan

 Pelaporan tersebut, harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing
kementerian negara/lembaga khususnya dengan memperhatikan struktur
organisasi kementerian negara/lembaga.

Pada tingkat wilayah, untuk kementerian negara/lembaga yang tidak
memiliki Kantor Wilayah, maka menunjuk salah satu satuan kerja sebagai
UAPPA-W /UAPPB-W. Sedangkan apabila dalam satu Kementerian
Negara/Lembaga terdapat beberapa UAKPA dari beberapa eselon I yang
berbeda, namun demikian hanya memiliki satu Kantor Wilayah, maka
UAPPA-W dapat dibentuk untuk masing-masing eselon L.

Untuk kementerian negara/lembaga yang tidak memiliki kantor
vertikal di daerah dan bukan pengguna Dana Dekonsentrasi atau Dana
Tugas Pembantuan tidak perlu membentuk UAPPA-W/UAPPB-W, sechingga
jenjang pelaporannya dari UAKPA langsung ke UAPPA-E1,

. HUBUNGAN UNIT AKUNTANS!I DAN PELAPORAN KEUANGAN KEUANGAN
DENGAN UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BARANG
PADA STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

Mengingat pentingnya pembentukan .unit akuntansi dan pelaporan,
maka kementerian negara/lembaga wajib menetapkan Unit Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan serta Unit Akuntansi dan Pelaporan Barang pada level
unit akuntansi dan pelaporan instansi. Hal ini bertuyjuan agar dalam
pelaksanaan akuntansi dapat berjalan lebih tertib dan masing-masing Unit
Akuntansi dan Pelaporan bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya
masing-masing,.
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1 Pembeéntukan Unit Akuntansi dan Pelaporan akan terkait dengan
sumber daya manusia yang akan melaksanakannya. Pengendalian internal
akan berjalan maksimal apabila Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan-
Unit Akuntansi dan Pelaporan Barang dilaksahakan oleh pelaksana yang
berbeda. Namun demikian, apabila dalam Unit Akuntansi dan Pelaporan
mengalami kendala dalam jumlah sumber daya manusia, maka apabila
terjadi rangkap tugas harus dilakukan supervisi dengan ketat untuk
menghindari kecurangan dan kesalahan penyajian laporan keuangan.

Berikut diilustrasikan hubungan antara Unit Akuntansi dan Pelaporan
Instansi yang ada pada struktur organisasi kementerian negara/lembaga.
Pembentukan struktur organisasi Unit Akuntansi dan Pelaporan disesuaikan
dengan struktur organisasi pada kementerian negara/lembaga.

1. Tingkat Satuan Kerja

Kepala Kantor

|

Kasubag TU/ Kasﬁbag Keuangan/
. Pejabat yang
y PeJabat.ylgng Menangani
enangani Barang Keuangan




2.' Tingkat Kantor Wilayah
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Ka. Sub Bagian yang
Membidangi Verifikasi
_dan Pelaporan Baran

Pelaksana pada

Subbagian Pelaporan

Ka. Sub Bagidn
yang
Membidangi
Verifikasi,
Akuntansi dan

Pelaporan

Pelaksana pada
Subbagian
Verifikasi,

Akuntansi dan

’ Pelaporan

e
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3.' Tingkat Eselon I
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4. Tingkat Kementerian Negara/Lembaga

R

-
o

Ka. Biro Perlengkapan/
Ka, Biro Keuangan/
Pejabat yang Menangani
Keuangan

Ka. Biro Umum /
Pejabat yang Menangani

Ka. Bagian yang
Membidangt Verifikasi,
Akuntansi dan Pelaporan

Ka. Bagian yang
Membidangi Verifikasi dan

Ka. Sub Bagian yang
Membidangi Verifikasi,
Alountansi dan Pelaporan

Ka. Sub Bagian yang
membidangi verifikasi dan
pelaporan baran

Pelaksana pada Sub Bagian
yang Membidangi
Verifikasi, Akuntansi dan
Pelaporan

Pelaksana pada Sub Bagian
yvang Membidangi Verifikasi
dan Pelaporan Barang
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C. MEKANISME PELAPORAN

Unit-Unit Akuntansi dan Pelaporan Tingkat Instansi melaksanakan
fungsi akuntansi dan pelaporan atas pelaksanaan anggaran  dan
penatausahaan BMN sesuai dengan tingkat organisasinya. Proses akuntansi
dan pelaporan tersebut menghasilkan laporan keuangan yang merupakan
bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas atas pengelolaan sumber daya
ekonomi yang dikuasai dan/atau dimilikinya sesuai dengan kewenangannya
masing-masing. Prose¢s akuntansi dan pelaporan juga menghasilkan laporan
BMN yang selain digunakan sebagai bahan penyusunan neraca jiiga dapat
digunakan untuk tujuan manajerial.

Proses akuntansi dimulai dari verfikasi Dokumen Sumber. Dokumen
Sumber utama atas terjadinya transaksi keuangan di lingkup entitas
pemerintah terdapat pada UAKPA, schingga proses akuntansi terhadap
dokumen sumber dilaksanakan oleh UAKPA. Unit Akuntansi dan Pelaporan
pada level yang lebih atas, mulai UAPPA-W sampai dengan UAPA, hanya
merupakan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang bertugas
menggabungkan Laporan Keuangan dari Unit Akuntansi dan Pelaporan di
bawahnya.

Selain proses penelaahan Dokumen Sumber dan proses akuntansi
lainnya, untuk meyakinkan data atas Laporan Keuangan sebelum distisun
menjadi Laporan Keuangan dan disampaikan kepada stakeholder sesuai
dengan ketentuan, dilakukan rekonsiliasi. Rekonsiliasi meminimalisasi
terjadinya perbedaan pencatatan yang berdampak pada wvaliditas dan
akurasi data yang disajikan dalam Laporan Keuangan. Dalam hal terjadi
perbedaan data, rekonsiliasi dapat mendeteksi dan mengetahui penyebab-
penyebab terjadinya perbedaan. Pelaksanaan rekonsiliasi data Laporan
Keuangan ini juga merupakan amanat dari Pasal 33 Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah.

Rekonsiliasi pada Unit Akuntansi dan Pelaporan instansi dibagi
menjadi 2 {dua) macam yaitu:

1. Rekomsiliasi internal, yaitu rekonsiliasi data untuk penyusunan laporan
keuangan yang dilaksanakan antar subsistem pada masing-masing Unit
Akuntansi dan Pelaporan dan/atau antar Unit Akuntansi dan Pelaporan
yang masih dalam satu entitas pelaporan, misalnya antara SAKPA
dengan SIMAK-BMN;

2. Rekonsiliasi eksternal, yaitu rekonsiliasi data untuk penyusunan laporan
keuangan yang dilaksanakan antara Unit Akuntansi dan Pelaporan yang

satu dengan Unit Akuntansi dan Pelaporan yang lain atau pihak lain -

yang terkait, tidak dalam satu entitas pelaporan, misalnya rekonsiliasi
antara UAKPA dengan UAKBUN-Daerah.

aery
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Berikut ilustrasi mekanisme penyusunan Laporan Keuangan yang terjadi
pada kementerian negara/lembaga. .

MEKANISME PELAPORAN SAI

’s‘z%%%%% -

o

Keterangan :

e 2 arus data dan laporan (termasuk Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan)

===p-4==: . Rekonsiliasi data

Pencocokan laporan BMN dengan Laporan Keuangan
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Penjelasan Flowchart

1.

10.

11.

12.

13.

14,

Data BMN pada UAKPB digunakan oleh UAKPA sebagai bahan penyusunan
Neraca. .

Untuk menjamin keandalan data, UAKPA dengan UAKPB melakukan
pencocokan data/rekonsiliasi internal antara Laporan Keuangan dengan
laporan BMN. '

Berdasarkan hasil pemrosesan transaksi keuangan, data BMN, dan-
“transaksi lainya UAKPA menyusun Laporan Keuangan. Data Laporan

Keuangan dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan. UAKPA
menyampaikan Laporan Keuangan beserta ADK ke KPPN setiap bulan,
semester I, dan tahunan. Untuk satuan kerja BLU rekonsiliasi data
Laporan Keuangan dilakukan setiap triwulan. Penyampaian Laporan
Keuangan semester I dan Tahunan disertai CaLK.

UAKPB menyampaikan laporan BMN disertai CaLBMN beserta ADK setiap
semesteran dan tahunan ke (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
(KPKNL). UAKPB melakukan rekonsiliasi/pemutakhiran data BMN dengan
KPKNL setiap semester,

KPKNL melakukan rekonsiliasi data BMN dengan data Laporan Keuangan
pada KPPN setiap semester. .

KPPN menyampaikan Laporan Keuangan Kuasa BUN setiap bulan ke Kanwil
Ditjen Perbendaharaan. Laporan Keuangan semesteran dan tahunan
dilengkapi dengan CaLK.

KPKNL menyampaikan laporan BMN beserta ADK setiap semester ke Kanwil
DJKN sebagai bahan penyusunan laporan BMN tingkat Kanwil DJKN.

UAKPA menyampaikan Laporan Keuangan beserta ADK kepada UAPPA-W
untuk digabungkan setelah dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap
bulan, semester I, dan tahunan. Untuk Laporan Keuangan Semester [ dan
Tahunan disertai dengan CaLK.

UAKPA Kantor Pusat menyampaikan Laporan Keuangan beserta ADK
kepada UAPPA-E1 untuk digabungkan setelah dilakukan rekonsiliasi
dengan KPPN setiap bulan, semester [, dan tahunan. Untuk Laporan
Keuangan Semesteran dan Tahunan disertai dengan CalK.

UAKPB menyampaikan Laporan BMN disertai CaLBMN beserta ADK ke
UAPPB-W untuk digabungkan setiap semester dan tahunan.

UAKPB Kantor Pusat menyampaikan Laporan BMN beserta ADK ke
UAPPB-E1 untuk digabungkan setiap semester dan tahunan.

UAPPA-W melakukan rekonsiliasi internal dengan UAPPB-W setiap’

semester.

UAPPA-W  melakukan rekonsiliasi data Laporan Keuangan dan
menyampaikan Laporan Keuangan setiap triwulan ke Kanwil Ditjen
Perbendaharaan. Untuk Laporan Keuangan Semester I dan Tahunan
dilengkapi dengan CALK.

UAPPB-W menyampaikan Laporan BMN disertai CalBMN diserta ADK
setiap semester dan tahunan. UAPPB-W melakukan
rekonsiliasi/pemutakhiran data BMN dengan Kanwil DJKN setiap semester.

Ry
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Kanwil DJKN melakukan rekonsiliasi data BMN dengan data Laporan
Keuangan pada Kanwil DJPBN setiap semester.

UAPPA-W menyampaikan laporan keuangan beserta ADK kepada UAPPA-E1
untuk digabungkan di tingkat eselon [ setiap bulan, semester I, dan

tahunan. Untuk Laporan Keuangan semester I dan tahunan dilengkapi
dengan CALK.

UAPPB-W menyampaikan laporan BMN disertai CaLBMN beserta ADK ke

. UAPPB-E1 untuk digabungkan di tingkat eselon I setiap semester dan

tahunan.

Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyampaikan Laporan Keuangan Kuasa
BUN setiap bulan, semester I, dan tahunan ke Kantor Pusat DJPBN cq.
Dit. APK. Untuk Laporan Keuangan semester I dan tahunan dilengkapi
dengan CALK.

Kanwil DJKN menyampaikan laporan BMN beserta ADK setiap semester ke
Kantor Pusat DJKN sebaga_t bahan penyusunan laporan BMN tingkat
pemerintah pusat.

UAPPA-E1 melakukan rekonsiliasi internal data Laporan Keuangan dengan
data BMN pada UAPPB-E1 setiap semester.

Apabila diperlukan, UAPPA-E1 dapat melakukan rekonsiliasi data Laporan
Keuangan dengan Kantor Pusat DJPBN cq Dit. APK setiap semester,

UAPPA-E1 menyampaikan Laporan Keuangan beserta ADK ke UAPA sebagai
bahan penyusunan Laporan Keuangan tingkat kementerian
negara/lembaga setiap bulan, semester I, dan tahunan. Untuk Laporan
Keuangan Semester [ dan Tahunan dilengkapi dengan CALK.

UAPPB-E1 menyampaikan laporan BMN disertai CaLBMN beserta ADK ke
UAPB untuk digabungkan di tingkat kementerian negara/lembaga setiap
semester.

Apabila diperlukan, UAPPB-E1 dapat melakukan rekonsiliasi/pemutakhiran
data BMN dengan Kantor Pusat DJKN setiap semester.’

UAPB melakukan rekonsiliasi internal data Laporan Keuangan dengan data
BMN UAPA.

UAPA melakukan rekonsiliasi data Laporan Keuangan dengan DJPBN cq.
Dit. APK setiap semester. UAPA menyampaikan Laporan Keuangan kepada
Menteri Keuangan cg. DJPBN cq. Dit. APK setiap triwulan, semester, dan
tahunan.

UAPB menyampaikan laporan BMN tingkat kementerian negara/lembaga
kepada Menteri Keuangan cq. DJKN. ‘

DJKN menyampaikan laporan BMN Pemerintah Pusat ke DJPBN c.q.
Dit. APK sebagai bahan penyusunan dan rekonsiliasi Neraca Pemerintah
Pusat.

Catatan:

Dalam hal database pada kementerian negara/lembaga, DJPBN, dan DJKN
sudah terintegrasi pada masing-masing instansi tersebut, maka pengiriman ADK
dari dan ke masing-masing unit akuntansi tidak diperlukan kembali.
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D. DOKUMEN SUMBER

Dokumen Sumber yang digunakan untuk menyusun Laporan
Keuangan di tingkat UAKPA antara lain adalah : -

a. Dokumen yang terkait dengan transaksi penerimaan, terdiri dari:

© » Estimasi Pendapatan (Pajak dan PNBP) yang dialokasikan, antara lain;
DIPA, DIPA Revisi, dan/atau dokumen lain yang dipersamakan dengan
DIPA; dan '

e Realisasi Pendapatan, antara lain: bukti penerimaan negara seperti
SSBP, SSP, SSPCP, dan dokumen lain yang sah yang dipersamakan.

b. Dokumen yang terkait dengan transaksi pengeluaran yang terdiri dari:

» DIPA, DIPA Revisi, Petunjuk Operasional Kegiatan dan dokumen lain
yang dipersamakan;

* Realisasi Pengeluaran: SPP, SPM dan SP2D, SP3B-BLU dan SP2B- BLU
SP2HL dan SPHL, dan dokumen lain yang dlpersamakan

c. Memo Penyesuaian yang digunakan dalam rangka pembuatan jurnal
penyesuaian untuk transalksi akrual dan jurnal aset.-

d. Dokumen yang terkait transaksi piutang, antara lain kartu piutang,
daftar rekapitulasi piutang, dan daftar umur piutang.

e. Dokumen yang terkait transaksi persediaan, antara lain kartu persediaan,
buku persediaan, dan laporan persediaan.

f. Dokumen yang terkait transaksi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP),
antara lain Kartu KDP, Laporan KDP.

g. Dokumen lainnya dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan
Kementerian Negara/Lembaga seperti Berita Acara Serah Terima Barang
(BAST), Surat Keputusan (SK) Penghapusan, SK Penghentian dan/atau
Penggunaan Kembali atas Aset Tetap/Aset Tak Berwujud yang dalam
kondisi rusak berat, Laporan Hasil Opname Fisik (LHOF), dan lain
sebagainya.

E. JENIS-JENIS LAPORAN KEUANGAN

Ouput akhir dari proses akuntansi adalah Laporan Keuangan. Masing-
masing Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada kementerian
negara/lembaga menghasilkan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan .
dan belanja, yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya
dalam satu periode.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi dan
entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, ekuitas dana per tanggal
tertentu.
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3.' Laporan Operasional

Laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah
ekuitas dan penggunaannya yvang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah
untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode
pelaporan.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas
tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan, daftar rinci, dan
analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi
Anggaran dan Neraca.

Laporan Keuangan kementerian negara/lembaga yang telah disusun
melalui proses akuntansi selanjutnya direviu oleh aparat pengawasan intern
yang terdapat pada kementerian negara/lembaga. Apabila kementerian
negara/lembaga belum memiliki aparat pengawas intern, Sekretaris
Jenderal/pejabat yang setingkat menunjuk seorang atau beberapa orang
pejabat di lnar biro/bidang keuangan untuk melakukan reviu atas Laporan
Keuangan. Reviu tersebut dilaksanakan atas Laporan Keuangan kementérian
negara/lembaga (termasuk Laporan Keuangan Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan) yang hasilnya dituangkan dalam Pernyataan Telah Direviu.

Laporan Keuangan kementerian negara/lembaga tahunan
disampaikan paling lama 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Laporan Keuangan tahunan harus disertai Pernyataan Telah Direviu yang
ditanda tangani oleh aparat pengawas intern dan Pernyataan Tanggung
Jawab  (Statement of Responsibility) vyang  ditandatangani  oleh
Menteri/Pimpinan Lembaga.

DANA DEKONSENTRASI/TUGAS PEMBANTUAN

a. Dana Dekonsentrasi

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang Pemerintah Pusat melalui
Kementerian Negara/Lembaga kepada gubernur selaku wakil pemerintah.
Dana Dekonsentrasi merupakan dana yang berasal dari APBN yang
dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua
pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana
yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. Dana
Dekonsentrasi merupakan bagian dari anggaran kementerian
negara/lembaga yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja kementerian -
negara/lembaga dan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) yang ditetapkan gubernur.

Dalam pelaksanaan dekonsentrasi, gubernur wajib mengusulkan
daftar SKPD yang mendapatkan alokasi Dana Dekonsentrasi kepada
kementerian mnegara/lembaga yang memberikan alokasi dana, untuk
ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.
Apabila. gubernur tidak menyampaikan usulan daftar SKPD, kementerian
negara/lembaga dapat meninjau kembali pengalokasian Dana Dekonsentrasi.
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‘ Dalam rangka pertanggungjawaban penggunaan Dana Dekonsentrasi,
berdasarkan usulan dari gubernur, kementerian negara/lembaga
menetapkan SKPD sebagai UAKPA/UAKPB Dekonsentrasi, dan Dinas
Provinsi sebagai UAPPA-W/UAPFPB-W Dekonsentrasi. Penanggung jawab
UAKPA/UAKPB Dekonsentrasi adalah Kepala SKPD yang menerima Dana
Dekonsentrasi, sedangkan  penanggung jawab  UAPPA-W/UAPPB-W
Dekonsentrasi adalah Kepala Dinas Propinsi. Gubernur bertindak sebagai
Koordinator untuk seluruh UAPPA-W/UAPPB-W Dekonsentrasi dibawahnya.
Pengaturan penunjukan dan.tugas Koordinator UAPPA-W/UAPPB-W diatur
oleh Gubernur bersama-sama dengan Kepala Kantor Wilayah Ditjen
Perbendaharaan.

Selanjutnya, pelaporan keuangan dan pelaporan barang atas
pelaksanaan Dekonsentrasi dilakukan secara terpisah dari pelaporan
keuangan/barang atas pelaksanaan Tugas Pembantuan dan APBD, SKPD
mempertanggungjawaban  pelaksanaan Dana Dekonsentrasi kepada
kementerian negara/lembaga melalui Kepala Dinas Propinsi.
Pertanggungjawaban pelaksanaan dimaksud berupa Laporan Keuangan dan
Laporan BMN. Laporan Keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran,
Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas
Laporan Keuangan.

L

b. Dana Tugas Pembantuan

Dana Tugas Pembantuan merupakan dana yang berasal dari APBN
yang dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua penerimaan dan
pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan. Dana Tugas
Pembantuan merupakan bagian dari anggaran kementerian negara/lembaga
yang dialokasikan berdasarkan Rencana Kerja kementerian negara/lembaga
dan dilaksanakan oleh SKPD yang ditetapkan oleh gubernur, bupati, atau
walikota. Tugas Pembantuan adalah penugasan pemerintah kepada daerah
dan/atau desa atau sebutan lain, dengan kewajiban melaporkan dan
mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan, Kepala Daerah wajib
mengusulkan daftar SKPD yang mendapatkan alokasi Dana Tugas
Pembantuan kepada kementerian negara/lembaga yang memberikan alokasi
dana, untuk ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Barang. Apabila Kepala Daerah tidak menyampaikan usulan daftar SKPD,
kementerian negara/lembaga dapat meninjau kembali pengalokasian Dana
Tugas Pembantuan,

Dalam rangka pertanggungjawaban “penggunaan Dana Tugas
Pembantuan, berdasarkan usulan dari Kepala Daerah, kementerian .
negara/lembaga menetapkan SKPD penerima Dana Tugas Pembantuan
sebagai UAKPA/UAKPB Tugas Pembantuan, sehingga Penanggung jawab
UAKPA/UAKPB Tugas Pembantuan adalah Kepala SKPD yang menerima
Dana Tugas Pembantuan.

Selanjutnya Dinas Pemerintah Provinsi, Dinas Pemerintah Kota, atau
Dinas Pemerintah Kabupaten sebagai UAPPA-W/UAPPB-W Tugas
Pembantuan, sehingga penanggung jawab UAPPA-W/UAPPB-W Tugas
Pembantuan adalah Kepala Dinas Pemerintah Daerah
(Propinsi/Kota/Kabupaten).
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‘ Pelaporan keuangan dan pelaporan barang atas pelaksanaan Tugas
Pembantuan dilakukan terpisah dari pelaporan keuangan/barang dalam
pelaksanaan Dekonsentrasi dan AFBD. SKPD mempertanggungjawabkan
pelaksanaan Tugas Pembantuan kepada kementerian negara/lembaga
melalui Kepala Dinas Pemerintah Daerah (Propinsi/Kota/Kabupaten).
Pertanggungjawaban pelaksanaan dimaksud berupa Laporan Keuangan dan
Laporan BMN. Laporan Keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran,

Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas
Laporan Keuangan.

KERANGKA UMUM DANA DEKONSENTRASI

UAPA/B
ADK dan Laporan UAPPA/B-
........................................................... » £l
1 Koordinator Tingkat
I UAPPA/B-W Dekonsentrasi Gubsmur
1
ADK per UAKPA dan Laporan Gabungan SKPD ! ' Laporan
r ..................... ! ..................... 1
1 ! |
UAPPA-W . UAPPA-W —» DinasB UAPPA-W |, .
Dekonsentrasi |~™ Dinas A Dekonsentrasi Dekonsentrasi Dinas C
yy X 1
ADX dan Laporan
UAKPA/B UAKPA/B UAKPA/B UAKPA/B UAKPA/B UAKPA/B
Dekonsentrasi Dekonsentrasi Deltonsentrasi Dekonsentrasi Dekonsentrasi Dekonsentrasi
SKPD Dinas SKPD Dinas  grpp Dinas SKPD Dinas  SKPD Dinas SKPD Dinas
Keterangan:
—_—

tujuan penggabungan.

UAKPA menyampaikan ADK dan Laporan Keua_ngan ke Dinas untuk

== Dinas menyampaikan Laporan Keuangan Gabungan dan ADK masing-
masing ke UAPPA/B-W Gubernur.
""""" » UAKPA secara bersamaan menyampaikan ADK dan Laporan Keuangan
ke tingkat Eselon I masing-masing.
Catatan:

Dalam hal database pada kementerian negara/lembaga, sudah terintegrasi pada
masing-masing instansi tersebut maka pengiriman ADK dari dan ke masing-
masing unit akuntansi tidak diperlukan kembali. Namun demikian, pengiriman

Laporan Keuangan dan/atau laporan BMN tetap diperlukan walapun dalam
bentuk softcopy.
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: - KERANGKA UMUM DANA TUGAS PEMBANTUAN

UAPA/B
_ ADK dan Laporan . UAPPA/B-E1
: f
I
I .
| Koordinator Tinelat
, UAPPA/B-W Tugas B
! - epala
_ . 4 Daerah
!]X_DK per UAKPA dan Laporan i . Laporan
................... R R |
- { u
1 : 1
UAPPA-W Tugas . UAPPA-W _ UAPPA-W Tugas ,
Pembantu fn —»- I_)mas Tugas Pembantuan —» Dinas B Pembantuan — Dinas C
X A X
ADK dan Laporan
UAKPA/B Tugas UAKPA/B Tugas UAKPA/B Tugas UAKPA/B Tugas UAKPA/B Tugas UAKPA/B Tugas
Pembantuan Pembantuan Pembantuan Pembantuan Pembantuan Pembaniuan

SKPD Dinas A SKPD Dinas A

SKPD Dinas B

Keterangan:
.
tujuan penggabungan.
e
UAPPA/B-W Kepala Daerah.
........ »
ke tingkat Eselon [ masing-masing.
Catatan:

SKPD Dinas B

SKPD Dinas C

SKPD Dinas C

UAKPA menyampaikan ADK dan Laporan Keuangan ke Dinas untuk
Dinas menyampaikan Laporan Keuangan Gabungan SKPD dan ADK ke

UAKPA secara bersamaan menyampaikan ADK dan Laporan Keuangan

Dalam hal database pada kementerian negara/lembaga, sudah terintegrasi pada
masing-masing instansi tersebut, maka pengiriman ADK dari dan ke masing-
masing unit akuntansi tidak diperlukan kembali. Namun demikian, pengiriman
Laporan Keuangan dan/atau laporan BMN tetap diperlukan walapun dalam

bentuk softcopu.
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G. PELAPORAN BMN

Barang Milik Negara (BMN) meliputi semua barang yang dibeli atau

diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
Perolehan lainnya yang sah meliputi:

a.

b.
C.
d

Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dan perjanjian/kontrak;
Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau

Barang yang diperoleh herdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh ketentuan hukum tetap.

BMN merupakan bagian dari aset milik pemerintah pusat, sehingga

sepanjang memenuhi prinsip-prinsip akuntansi dan kaidah akuntansi maka
harus disajikan dalam Laporan Keuangan. BMN meliputi unsur-unsur aset
lancar, aset tetap, aset lainnya, dan aset bersejarah.

1. Struktur Dan Bagan Organisasi Akuntansi BMN

Sebagaimana telah dijelaskan pada bahasan sebelumnya, bahwa Unit
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan untuk penatausahaan barang juga
harus dibentuk untuk mendukung terciptanya ketertiban pencatatan
BMN dalam rangka mendukung penyusunan Laporan Keuangan. Unit
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang terlibat dalam penatausahaan
dalam lingkup kementerian negara/lembaga ditetapkan sebagai berikut:

a. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Barang (UAPB);

b. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna
Barang (UAPPB-E1);

c. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna
Barang Wilayah (UAPPB-W); dan

d. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Barang
(UAKPB).

Jenjang pelaporannya dijelaskan sebagai berikut:

Bagan Struktur Pelaporan BMN

UAPB
| i
UAFPB-E1 UAPFB-E1 UAPPB-E1
UAPPB-W UAPPB-W UAPPB-W

UAKPB UAKPB T I UAKPB UAKPB UAKPB
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a. Organisasi Akuntansi BMN UAPB

MENTERI/PIMPINAN
LEMBAGA

ESELON I YANG
MEMBIDANGI
KESEKRETARIATAN

|

|

|

i

I

|

|

|

KEPALA BIRO YANG |
MEMBIDANGI |
PERLENGKAPAN |
|

l

l

|

l

l

|

|

|

KEPALA BAGIAN YANG
MEMBIDANGI
PERLENGKAPAN

KEPALA SUBBAGIAN YANG
MEMBIDANGI
PERLENGKAPAN

------------------------------------------------------------------

PETUGAS PETUGAS
ADMINISTRASIE VERIFIKASI

Keterangan:

S

-----------------

Penanggung Jawab

Petugas Akuntansi BMN
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b. Organisasi Akuntansi BMN UAPPB-E1

T T PEJABAT ESELON I

SEKRETARIS PADA
ESELON I
(SEKDITJEN/SEKBADAN
/ YANG SETINGKAT)

KABAG.

YANG DITUNJUK

UMUM/PERLENGKAPAN/
PEJABAT YANG MENANGANI
PERLENGKPAN/PEJABAT

I
I
I
I
I
I
I
I
I I
|
I
I
I
I
I
I

— e

sessassan IZ.'.'T. TersTererrrnerecieieipieesiesacssasuenonavanaon
PETUGAS PETUGAS
ADMINISTRASI VERIFIKASI

Keterangan:

—— —— p—

Penanggung Jawab
ggung

L —

----------------

Petugas Akuntansi BMN
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c. Organisasi Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BMN UAPPB-W

|~ T T T —

| |
| KEPALA KANTOR |
l WILAYAH i
| |
| | :
| KABAG. UMUM/

| PEJABAT YANG l
I MENANGANI |
| PERLENGKAPAN |
| |
| l
| l
l KASUBAG. !
| PERLENGKAPAN |
| |
| |
| |
o e i

PETUGAS PETUGAS '

ADMINISTRASI VERIPIKAS

--------------------------------------------------------------------------

Keterangan:

r——— -

| Penanggung Jawab

L —

Petugas Akuntansi BMN

-
TesIERRRIANE RN SRS
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d. Organisasi Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BMN UAKPB

KEPALA SATUAN
KERJA

KASUBBAG
UMUM/TU/PEJABAT
YANG DITETAPKAN

______________ -l
PETUGAS PETUGAS
ADMINISTRASI VERIFIKASI
Keterangan:
| Penanggung Jawab

Lo

Petugas Akuntansi BMN

Dokumen /laporan yang dihasilkan dari proses pencatatan dan pelaporan pada Unit
Akuntansi dan Pelaporan Barang, antara lain terdiri dari:

Daftar BMN;

PR ee e o

Kartu Inventaris Barang (KIB) Tanah;
Kartu Inventaris Barang (KIB) Bangunan Gedung;
Kartu Inventaris Barang {KIB) Alat Angkutan Bermotor;
Kartu Inventaris Barang (KIB) Alat Persenjataan;
Daftar Inventaris Lainnya (DIL);
Daftar Inventaris Ruangan (DIR};
Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP);
Laporan Kondisi Barang (LIKB); dan
Laporaxi terkait dengan Penyusutan Aset Tetap.
Daftar BMN meliputi

Daftar Barang Intrakomptabel,

Daftar Barang

Ekstrakomptabel, Daftar Barang Bersejarah, Daftar Barang Persediaan, dan Daftar
Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).
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LBKP meliputi LBKP Intrakomptabel, LBKP Ekstrakomptabel, LBKP Gabungan,
LBKP Persediaan, LBKP Barang Bersejarah, dan LBKP KDP. LBKP Gabungan
merupakan hasil penggabungan LBKP Intrakomptabel dan LBKP Ekstrakomptabel.
LBKP Barang Bersejarah hanya menyajikan kuantitas tanpa nilai.

2. Kebijakan Akuntansi Barang Milik Negara

Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu
yang dapat dinilai/dihitung/diulkur/ditimbang dan dinilai tidak termasuk uang dan
surat berharga. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun -2004 tentang
Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli
atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan
perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam
perlakuan akuntansinya ada BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar, aset tetap,
dan aset lainnya.

BMN dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera dipakai atau
dimiliki untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam walktu 12 (dua belas)
bulan sejak tanggal pelaporan. BMN yang memenubhi kriteria ini diperlakukan sebagai -
Persediaan.

Sedangkan BMN dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa
manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam
operasi normal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan
maksud untuk digunakan. BMN yang memenuhi kriteria tersebut bisa meliputi
sebagai berikut:

e Tanah;

s Peralatan dan Mesin;

» Gedung dan Bangunan;

e Jalan, Irigasi, dan Jaringan;

e Aset Tetap Lainnya; dan

» Konstruksi dalam Pengerjaan.

Sedangkan BMN berupa aset tetap yang sudah dihentikan penggunaan aktif
pemerintah, digolongkan sebagai aset lain-lain.

Dalam SAPP, kebijakan akuntansi BMN mencakup masalah pengakuan,
pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Kebijakan akuntansi BMN ini diatur di
dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai kebijjakan akuntansi.

a. Dokumen Sumber

Dokumen Sumber yang digunakan dalam proses akuntansi BMN antara lain
adalah:

1) Saldo Awal

Menggunakan catatan dan/atau Laporan BMN periode sebelumnya dan apabila
diperlukan, dapat dilakukan inventarisasi.

2} Perolehan/Pengembangan/Penghapusan
s Berita Acara Serah Terima BMN;
¢ Bukti Kepemilikan BMN,;
« SPM/ SP2D; .

Kuitansi;

Faktur pembelian;

Surat Keputusan Penghapusan; dan
Dokumen lain yvang sah.

¢ 2 "
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b. Jenis Transaksi Akuntansi BMN

Transaksi yang dicatat dalam Akuntansi BMN antara lain mencakup: Perolehan,
Perubahan, penyusutan, dan Penghapusan.

Saldo Awal
Saldo Awal, terdiri dari saldo BMN pada awal tahun anggaran berjalan atau
awal tahun mulai diimplementasikannnya aplikasi BMN mencakup seluruh '
BMN yang telah dimiliki dan/atau dikuasai sebelum tahun anggaran berjalan.

Perolehan BMN
Transaksi perolehan antara lain terdiri-dari:

1)

2)

3)

Pembelian, adalah terjadinya transaksi pertukaran dengan penyerahan
sejumlah nang untuk memperoleh sejumlah barang.

Transfer Masuk, merupakan perolehan BMN dari hasil transfer masuk dari
Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan lain dalam lingkup Pemerintah
Pusat tanpa menyerahkan sejumlah sumber daya ekonomi.

Hibah, merupakan perolehan BMN dari luar Pemerintah Pusat tanpa
menyerahkan sejumlah sumber daya ekonomi.

Rampasan, merupakan transaksi perolehan BMN dari hasil rampasan
berdasarkan putusan pengadilan. :

Penyelesaian Pembangunan, merupakan transaksi perolehan BMN dari
hasil penyelesaian pembangunan berupa bangunan/gedung dan BMN
lainnya yang telah diserahterimakan dengan Berita Acara Serah Terima.

Pembatalan Penghapusan, merupakan pencatatan BMN dari hasil
pembatalan penghapusan yang sebelumnya telah dihapuskan/ dikeluarkan
dari pembukuan.

Reklasifikasi Masuk, merupakan transaksi BMN yang sebelumnya telah
dicatat dengan klasifikasi BMN yang lain.

Pelaksanaan dari Perjanjian/Kontrak, merupakan barang yang diperoleh
dari pelaksanaan kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah/bangun
serah guna, tukar menukar, dan perjanjian kontrak lainnya.

Perubahan BMN
Transaksi perubahan BMN antara lain terdiri-dari:

Pengurangan, merupakan transaksi pengurangan kuantitas/nilai BMN
yang menggunakan satuan luas atau satuan lain yang pengurangannya
tidak menyebabkan keseluruhan BMN hilang.

Pengembangan, merupakan transaksi pengembangan BMN yang
dikapitalisir yang mengakibatkan pemindahbukuan dari Daftar BMN
Ekstrakomptabel ke Daftar BMN Intrakomptabel atau perubahan
nilai/satuan BMN dalam BI Intrakomptabel.

Perubahan Kondisi, merupakan pencatatan perubahan kondisi BMN.

Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas, merupakan koreksi pencatatan atas
nilai/kuantitas BMN yang telah dicatat dan telah dilaporkan sebelumnya.

Penyusutan
BMN berupa aset tetap selain tanah dan KDP disusutkan sesuai ketentuan

yang berlaku tentang penyusutan aset tetap pada pemerintah pusat.
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5) Penghapusan BMN
Transaksi penghapusan BMN, antara lain terdiri dari:

« Penghapusan, merupakan transaksi untuk menghapus BMN dari
pembukuan berdasarkan suatu surat keputusan pengahapusan oleh
‘instansi yang berwenang;

¢ Transfer Keluar, merupakan penyerahan BMN dari hasil transfer keluar
dari unit lain dalam lingkup Pemerintah Pusat tanpa menerima sejumlah
sumber daya ekonomi.

» Hibah (keluar), merupakan penyerahan BMN karena pelaksanaan hibah,
atau yang sejenis ke luar Pemerintah Pusat tanpa menerima sejumlah
sumber daya ekonomi.

e Reklasifikasi Keluar, merupakan transaksi BMN ke dalam klasifikasi BMN
yang lain. Transaksi ini berkaitan dengan transaksi Reklasifikasi Masuk.

Klasifikasi dan Kodefikasi BMN

Klasifikasi dan kodefikasi BMN didasarkan pada ketentuan tentang klasifikasi dan
kodefikasi BMN yang berlaku. Secara umum, BMN dapat diklasifikasikan ke dalam:

1) golongan;

2) bidang;

3}  kelompok;

4) sub kelompok; dan
5) sub-sub kelompok.

Apabila terdapat BMN yang belum terdaftar pada ketentuan tersebut, Kuasa
Pengguna Barang agar menggunakan Klasifikasi dan kode barang yang mendekati
jenis dan/atau fungsinya. Dalam hal diperlukan, PB/KPB dapat mengusulkan kode
barang kepada Pengelola Barang untuk ditetapkan.

Nomor Urut Pendaftaran (NUP)

Nomor Urut Pendaftaran adalah nomor yang menunjukkan urutan pendaftaran
BMN pada Daftar BMN per sub-sub kelompok BMN, disusun berdasarkan urut
perolehan. _ :

Satuan Barang

Satuan barang dalam akuntansi BMN menggunakan satuan yang terukur dan
balku. : .

Kapitalisasi BMN

Penentuan nilai kapitalisasi dalam Akuntansi BMN mengacu pada Peraturan
mengenai Penatausahaan Barang Milik Negara. Dalam hal batas minimal
kapitalisasi sudah tidak sesuai dengan perkembangan harga karena pengaruh
inflasi dan kebutuhan akan materialitas untuk keperluan pengambilan keputusan,
maka nilai tersebut dapat disesuaikan dengan penetapan peraturan tersendiri.

Berdasarkan kebijakan kapitalisasi dalam Akuntansi BMN, Daftar Barang
dibagi menjadi 2 {dua) kelompok, yaitu:

1} Daftar BMN Intrakomptabel, mencakup BMN berupa Aset Tetap yang memenuhi
kriteria:
» batas minimal kapitalisasi; dan
« sebagai BMN yang diperoleh sebelum berlakunya kebijakan kapitalisasi.

2)- Daftar BMN Ekstrakomptabel, mencakup BMN berupa aset tétap yang tidak
memenuhi kriteria kapitalisasi.
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Barang Bersejarah (heritage assets) dibukukan dan dilaporkan dalam
kuantitasnya dan tanpa nilai karena nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan
sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan
berdasarkan harga pasar maupun harga perolehannya;

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus
dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut, tidak
dikapitalisasi menjadi nilai barang atau penambah nilai barang. Biaya tersebut
termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset Barang
Bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

BMN yang memenuhi Kriteria aset Barang Bersejarah (heritage assets)
dibukukan dalam Daftar Barang Bersejarah.

Penentuan Kondisi BMN

Penentuan kondisi BMN mengacukepada peraturan yang mengatur mengenai
Penatausahaan Barang Milik Negara. Secara umum, kriteria kondisi BMN terdiri
dari Baik (B), Rusak Ringan (RR}, dan Rusak Berat (RB).

. Kode Lokasi

Kode Lokasi adalah kode yang dipergunakan untuk mengidentifikasi unit
penanggung jawab akuntansi BMN. Kode ini terdiri dari 16 (enam belas) angka
yvang memuat kode UAPB, UAPPB-E1, UAPPB-W, UAKPB, dan UAPKPB dengan
susunan, sebagai berikut:

\* UAPKPB

UAKPB
UAPPB-W
UAPPB-E1
UAPB

e« Kode UAPB, mengacu kepada kode Bagian Anggaran kementerian
negara/lembaga yang bersangkutan.

e, Kode UAPPB-E1, mengacu kepada Kode Anggaran unit eselon I pada
kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.

¢ Kode UAPPB-W, mengacu kepada Kantor Wilayah atau Kode Wilayah
Anggaran.

e Unit kerja pada kantor pusat kementerian negara/lembaga dan unit
eselon-1, kode UAPPB-W diisi dengan 00.

» Kode UAKPB, mengacu kepada Kode Satuan Kerja pada DIPA.

e Kode UAPKPB (Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Kuasa
Pengguna Barang). Pembentukan UAPKPB bersifat opsional untuk UAKPB
yang satu atau beberapa bagiannya terpisah oleh jarak yang relatif jauh
dan/atau span of controll yang terlalu besar. Pembentulkan UAPKPB harus
dikonsultasikan dengan dan disetujui oleh penanggungjawab UAPPB-E1.
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Kode Barang

Kode Barang terdiri dari golongan, bidang, kelompok, sub kelompok dan sub-
sub kelompok, dengan susunan sebagai berikut:

X. XX . XX . X . XXX

I__—— Sub-Sub Kelompok

Sub Kelompok

Kelompok

Bidang

Golongan

Pengelompokan /klasifikasi BMN seperti tersebut di atas berhubungan dengan
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BMN pada masing-masing jenjang
organisasi Akuntansi BMN. Pada tingkat UAKPB, BMN diklasifikasikan ke dalam
sub-sub kelompok, pada tingkat UAPPB-W diklasifikasi ke dalam sub kelompok,
pada tingkat UAPPB-E1 dan UAPB diklasifikasikan ke dalam kelompok.

Kode Registrasi

Kode Registrasi adalah kode yang terdiri dari Kode Lokasi ditambah dengan
tahun perolehan dan Kode Barang ditambah dengan nomor urut pendaftaran. Kode
registrasi merupakan tanda pengenal BMN dengan susunan sebagai berikut:

UAFPB
UAPPB-E1

UAPPB-W
UAKPB
UAPKPB

‘ I————— Tahun Perolehan

X . XX XX . XX XXX, XXX

\—— No. Urut Pendaftaran

Sub-Sub Kelompok
Sub Kelompok

Kelompok

Bidang

Golongan
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wilayah yang terlambat/tidak melakukan rekonsiliasi dan/atau menyampaikan
Laporan Keuangan/laporan BMN. Sanksi berupa pengembalian SPM oleh XPPN
kepada satuan kerja selaku UAKPA/UAPPA-W/UAKPB/UAPPB-W yang dikenakan
sanksi. Pengembalian SPM dikecualikan terhadap SPM Belanja Pegawai, SPM-LS Pihak

Ketiga,

dan SPM Pengembalian (SPM-IB, SPM-KP, SPM-KC). Pemberian sanksi

didasarkan pada penerbitan Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi (SP2S) atas
kelalaian dalam melaksanakan rekonsiliasi dan menyampaikan Laporan Keuangan.

1. Pelaporan Keuangan

2.

Tingkat UAKPA

Setiap Kuasa Pengguna Anggaran wajib melakukan rekonsiliasi dan
menyampaikan Laporan Keuangan kepada KPPN sesuai dengan batas waktu
yang telah ditentukan. Apabila UAKPA tidak melakukan rekonsiliasi dan
menyampaikan Laporan Keuangan tersebut, KPPN dapat mengembalikan SPM
yang diajukan oleh satuan kerja selaku UAKPA. Pelaksanaan sanksi tidak
menggugurkan kewajiban Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan
rekonsiliasi dan menyampaikan Laporan Keuangan.

Tingkat UAPPA-W

Setiap UAPPA-W wajib melakukan rekonsiliasi dan menyampaikan Laporan
Keuangan kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan sesuai dengan batas waktu
yang telah ditentukan. Apabila UAPPA-W terlambat/tidak melakukan
rekonsiliasi dan menyampaikan Laporan Keuangan tersebut, Kanwil Ditjen
Perbendaharaan mengusulkan kepada KPPN untuk mengenakan sanksi
kepada UAKPA yang bertindak selaku UAPPA-W yang lalai/tidak melakukan
rekonsiliasi dan menyampaikan laporan keuangan. Atas usulan dari Kanwil
Ditjen Perbendaharaan, KPPN menetapkan sanksi berupa pengembalian SFM
yang diajukan satker selaku UAKPA. Pelaksanaan sanksi tidak menggugurkan
kewajiban UAPPA-W untuk melakukan rekonsiliasi dan menyampaikan
Laporan Keuangan. :

2. TPelaporan BMN

a.

b.

Tingkat UAKPB .

Setiap Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan rekonsiliasi dan
menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) kepada KPKNL
sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Apabila UAKPB tidak
melakukan rekonsiliasi dan menyampaikan LBKP tersebut, KPKNL dapat
mengusulkan kepada KPPN untuk mengenakan sanksi kepada UAKPA yang
bertindak selaku UAKPB yang lalai/tidak melakukan rekonsiliasi dan
menyampaikan LBKP. Atas usulan dari KPKNL, KPPN menetapkan sanksi
berupa pengembalian SPM yang diajukan satker selaku UAKPA.

Pelaksanaan sanksi tidak menggugurkan kewajiban UAKPB untuk melakukan
rekonsiliasi dan menyampaikan laporan keuangan.

Tingkat UAPPB-W

Setiap UAPPA-W wajib melakukan rekonsiliasi dan menyampaikan laporan
keuangan kepada Kanwil Ditjen Kekayaan Negara sesuai dengan batas waktu .
yang telah ditentukan.
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Apabila UAPPB-W terlambat/tidak melakukan rekonsiliasi dan menyampaikan
laporan keuangan tersebut, Kanwil Ditjen Kekayaan Negara dapat mengusulkan
kepada KPPN untuk mengenakan sanksi kepada UAKPA yang bertindak selalku
UAPPB-W yang lalai/tidak melakukan rekonsiliasi dan menyampaikan Laporan
Keuangan. Atas usulan dari Kanwil Ditjen Kekayaan Negara, KPPN menetapkan
sanksi berupa pengembalian SPM yang diajukan satuan kerja selaku UAKPA.
Pelaksanaan sanksi tidak menggugurkan kewajiban TUAPPA-W untuk
melakukan rekonsiliasi dan menyampaikan Laporan Keuangan.
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BAB IV
CONTOH FORMAT LAPORAN KEUANGAN

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH PUSAT

PEMERINTAH PUSAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

{Dalam Rupiah)

Sisa Lebih {Kurang) Pembiayaan Anggaran - SILPA (SIKPA) (Ct+D))

TA 20X1 R SITA
o EALISA
URAIAN ANGGARAN | REALISASI A: 20X0
REALISASI
A Pendapatan Negara dan Hibah
I. Penerimaan Perpajakan KHK XXX ZRXX] RRN XX XXX XX XX KRX XXX XXX
. Pajak Dalam Negeri NEH KKK KER] XXX XA XRX KX EX KRX KKK KKK
2. Pajak Perdagangan Internasional KRR AKX KX XXX XXX XRX XX XX XXX XXX
1. Penerimaan Negara Bulan Pajal XEX XXX XXX XXX XXX XXX XX, XX KRR KARXKKR
1. Penerimaan Sumber Daya Alam XEKK XXX KKK KX XXX XXX KKXX XXX KXXXKX
2. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN KXHKRXK ZHK| KEK XK KKK KX XX IR XXX KKK
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya KRXEXE XXX XEXRXK XXX KEAR KR XRR KKK
4, Pendapatan BLU AXRIEK XX KKK XXX RBAK KK XXX XXX
III. Penerimaan Hibah KRR KRX KKK KR XXX XXX KX KARXAXRRX
Jumlah Pendapafan Negara dan Hibah HEAXZXRKRXE] XX XKK XXX XX XX XXX XXX KKK
B Belanja Negara
[. Belanja Pemerintah Pusat AKX XXKXER] RXK XXX KKX RAKRX KRR RKK KX
1. Belanja Pegawai KRX XXX XXX KEX XXX XXX XX KX KX XXX XXX
2. Belanja Barang ERX XXX RXK| XXX XX XXX RX KX XHXEH XXX
3. Belanja Modal RERRAXKXF| XX XXX KKK XXX KKK REXK
4. Pembayaran Bunga Utang KAX XXX TEX] KEX KKK XKK XX XX KEK KKK XXX
5, Subsidi KRR REX XXX KX KKK XXX KK X XXX
6. Belanja Hibah XK XXX XXX XEX XXX XXX KX, XX KR XXX XXX
7. Bantuan Sostal K EXK KRR XXX XXX XXX XX KK KAX XXX XXX
8. Belanja Lain-lain HRH XXX XXX XX KEKXKRX KX &KX KXKERKK KKK
IT. Transfer ke Daerah XX XXX RXE] RXR XXX XXX KX XK KXKXXRXEX
1. Dana Perimbangan REXRIX XXX XXX XK EXX XX AX KRX XXX XXX
a. Dana Bagi Hasil HRX AKX KKK ZEXXRKFXX XX AKX KR XXKKKX
b. Dana Alckasi Umum KRR RZX XXX XK XXX XXX XK RX KARZXR XXX
c. Dana Alokasi Khusus KX XX XXX KK KXXXKX R XX KXXKXXKXKX
2 Dana Otonorni Khusus dan Penyesuaian KEXXRK XXX XXX KKK KKK XK, XX XXX XXX XKX
a. Dana Otonomi Khusus XEX XK KKK XK KXX XXX XX KX XRX XXX XXX
b. Dana Penyesuaian KHH XXX XEX| TEX XXX XXX XE XX KX XXX XXX
Jumlah Belanja Negara T KKK XXX XXX XK XXX XX, XX HEX XXX KKK
C. Surplus [Delisit) Anggaran (A - B) XXX KK XXX XL XXX XX XX AXE XX XXX
D. Pembiayaan
[ Pembiayaan Dalam Negerl KEXZAK XXX KXK XXX XRK XXX KRR XEXXXXK
1T Pengpgunaan SAL XXX XXX KEX] KRXXXKXRX XX KX KRR KRR KKK
2, Privatisasl dan Perjualan Aset Program Restrukturisas: XEXRRAXKEKXK] XXX XXX XXX XXX RKRX KKK XXX
3. Surat Berharga Negara (Neto; HXEX XK ERX] XXX BEX XXX XX XX RXR XXX XXX
a. Penerimaan Surat Berharga Negara HEX ZRKRIK] EXX XXX XX XX XX XXX XXX XXX
b. Pengeluaran Surat Berharga Negara SRR XX XX XXKKRX XX, XX FOOL XXM KKK
4. Pinjaman dalam negeri {(Neto) KRR XXX XXX XXX XXX XXX RAXX XX XXX KKK
a. Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri KXX KKK FARX] XXX KKK XXX XK XX KX KKK XXX
b. Pengeluaran Pinjaman Luar Negeri HXX XXX XRR] KRX XKL XXX RE XX KAR KKK XXX
5. PMN/ Dana Investasi Pemerintah RKEF IO XXX XXX XXX XXX AXXK EXH XK XXX
b. Kewajiban Penjaminan XK XHX KX} XXX XKK XXX KX KX KKK XXX
7. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional XX A RRX] XK AXR XXX XK ,RR HRKXXKFXX
8. Pembiayaan Lain-lain KRXKERXXA KX KKK KKK KXEX PO XEX XXX
[1. Pembiayaan Luar Negeri (Neto] KRX KKK KKK} XEXXERKAX XX,XK AXXXKK XK
1. Penarikan Pinjaman Luar Negerl (Bruto} XX XXX REX] XXX RXEX XXX WKXRR XX FXKX XXX
a. Penarikan Pinjaman Program KR KK KXE] S XK XEY XX, XX XAXXXKXXX
b. Penarikan Pinjaman Proyek KXA XXX KRR KRR XXX XXX XX TR THXERK
2. Penerusan Pirjamar KEXKRK KKK XKRX XXX XXX KX KK KEXX XXX KKK
3. Pembayaran Cicilan Pololc Utang Luar Negeri XX XHK XXX KAX XXX XXX XX XX RRRARBKAX
Pembiayaan Neto . KKK AXRARK| RRR XXX XXX KAXX KX ZRKXXK
Lo B 6 R 40 EME 68 408004 XX AX XXX XXX XXX
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B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PEMERINTAH PUSAT

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PER 31 DESEMBER 2XX1 DAN 2XX0

XEX XXK XXX

HEX XXX EXEX

{(Dalam Rupiah)
No. URAJAN 2XX1 2XX0

] |Saldo Anggaran Lebih Awal P05 648 9.0.4 JOCKI0XL
2 |Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan KK HKIKKKK OO XK
3 Subtotal (1-2} OO KR OO KX
41Sisa Lebih-Kurang Pembiayaan Anggaran {SILPA/SIKPA] 069,00, 8.0:4.4 HAKKHAXKAX
5 Subtotal {3 + 4} FHXOOLHAXX OO K
6 |Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya KOO KKK KKK FOHL XA KAK
7 ILain-Lain XRK KKK KKK KOO XK XK
g

Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)
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C. LAPOR{\N OPERASIONAL PEMERINTAH PUSAT

PEMERINTAH PUSAT
LAPORAN OPERASIONAL .
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0-

(Dalam Rupiah)

Kenaikan/ o
URAIAN 20X1 20X0 Penurunan - (%)
HKEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN .
PENERIMAAN PERPAJAKAN
Pendapatan Pajak Penghasilan HRX KKK 200000000 XA XU XXX p 0.8 0 0.4
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai HXK KOO KX KKK KKK 2000200 XXX KX XXX
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan FOOCKKKKXXK] KXKIOKXXK] XXX XK KKK KEKXX
Pendapatan Bea Masuk HHOLKXX KKK KX KKK OO XK KX XXX
Pendapatan Pajak Lainnya FOOLKRH XXX XXX XX KKK 20000 XN HRXAX
JUMLAH PENDAPATAN PERPAJAKAN EER XXX XXX XXX XXX XK XX AR NNY] XXX XK
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
Penerimaan Sumber Daya Alam KEXKEKKKKK] 200000000 200 3O XXXK HHXKXKX
Pendapatan Bagian Laba BUMN FOCLXOCLXKY JOULIOOLI00L XXX XXX KHKXXK]
Pendapatan PNBP Lainnya HOOLXOO 00 D00 XXX] X000 XXX 20X
Pendapatan Badan Layanan Umum KK KOO KLX [ KXE K KKK OO XK HXXXK
PENERIMAAN HIBAH HHE XXX OGO 2000000000 KKHX
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK R KX KR | RO XX | IXN KKK ARK | XN
BEBAN
Beban Pegawai KKK 200030 HKK KXKKHK KKK MHKAX
Beban Persediaan OO XXX XNK [ XXX XXX KKK 2000000 XXX KXXXX
Beban Jasa
Beban Pemeliharaan KOOI XXX 300000 X0 XK XKX KXKKX
Beban Perjalanan Dinas AAAXKR O] 2000 XXK KK KO XK KKK HXXXX
Beban Barang Lainnya O KO | X000 XX SO0 KKK ALK
Beban Bunga FOO{IOOL000 XOLXXK XXX 200000000 XHXXX
Beban Subsidi KOO XXX KKK KX KXX KK 30000 X KKXXX
Beban Hibah FOOLIOOUXXK] 200200000 MG KOOLXXX X
Beban Bantuan Sosial FOOLIOOLIN| JOGUXXK XXX X000 XX XX XXX
Beban Transfer HOO0 XK HKKK] KOO 20000 XX KX.XXX
Beban Penyusutan dan Amortisasi KRR IO KKK K0OO000 J00LXMK XXX KKK
Beban Lain-lain XEXJOOLIOK DO XK KKK XKL XXK MK
JUMLAH BEBAN XA EXEEXK | KXKAXK XXX | KX KXELXXK| XXX XXX
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL EAXINE NN XXX MR NN | XX X000
KEGIATAN NON OPERASIONAL
Surplus Peniualan Aset Nonlancar FOOCKIOLKEX| 20O XXX XKK] X030 X0 KHXXHX
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang JOOLICOLON| XRKEXX KK 20ODLXHXKOX KHKXK
Defisit Penjualan Aset Nonlancar KX KRHKXK] KKK XX KKK RHKK HHXNX
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 2000 20OLKKXK] JOCLIDSLUXK] XXX XXX XXX XHKXKX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya KK X KRR XX KKK XXA] KOO KKK KKK KHXHKK
OPERAS;[ONAL po s e oSt dboe®eifoidlbeeisedeed XXX
SURPLUS-DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA XXXX.KXXXX XXX XA XXX XXX XXX XEK] XK XXX
POS LUAR BIASA ARE XXX ANR | BRI AR XL ERHRNN | XN XNR
Pendapatan Luar Biasa FOXKXXK XXX OOIODUXXK] XXX XX
Beban Luar Biasa FOCLIO00O| MO0 O30 XG HHUXEK
JUMLAH POS LUAR BIASA KR XXX XX XK XXX XXX | XXX ARK IR XHLXXY
SURPLUS/DEFISIT LO X ERE XA XXX KEEREX | XN XK XN XX XX

v,
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D. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PADA PEMERINTAH PUSAT

. PEMERINTAH PUSAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

{Dalam Rupiah)
URAIAN 20X1 20X0

EKUITAS AWAL . ‘ OOCHHXKKK] XKRKXAN KKK
SURPLUS/DEFISIT-LO XAXIK X 2000 XNK KKK
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR OOOKXKXXK| 5000000 K
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN K XXX XKK| KKK KKK KKK
SELISIH REVALUASI ASET TETAP KEKXXXKKK]  KXRXAKXHK
LAIN-LAIN XXX KKK XXX IOXHKXHK

ERUITAS AKHIR

). 9.0.99.9.9.65.9.9.4

KEZ XXX XXX
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E. NERACA PEMERINTAH PUSAT
t C PEMERINTAH PUSAT
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

URAIAN 20X1 20X0
ASET
ASET LANCAR
Kas dan Bank .
Rekening Kas BUN di Bank Indonesia HAHR KA KKK KHXKKHXKK]-
Rekening Kas di KPPN KUK KKK KKK pE B0 0.0.1
Reltening Pemerintah Lainnya K KL XHH KUK XKX KKK
Kas dalam Transito KRX KKK KKK JOKL KKK XXX
Kas di Bendahara Pengeluaran KAX XXX XXX OO XK KKK
Kas di Bendahara Penerimaan JOOKOOLKXX AKX XXX XXH
Kas Lainnya dan Setara Kas KX XA KKK XKX
Kas Lainnya pada Kementerian Negara/Lembaga KOO KKK XXX XXX XXX
Kas pada Badan Layanan Umum KEX KKK KKX KUK XXK
Jumiah Kas dan Banl XK KKK KKK HOHHLXXKL X
Uang Muka Dari Rekening BUN |XHAAAK KKK KUK KKK
Uang Muka Dari Rekening Khusus XXM KK XXX KKK KKK
Piutang
Piutang Pajal KXKKKKXXK KUK XXK XXX
Piutang Bukan Pajak JOUL XKL KOO KKK KKK
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran HXKKKK XXX KAKKKAKKK
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi KAX KKK KKK KRKXKHKKK
Uang Mulka Belanja XA XXX XHX KXY KXK XXX
Piutang Penerusan Pinjaman KR KKK KKK KKK KK
Piutang dari Kegiatan Non Operasionat BLU KUK KRA KK P00 @00 0.5.04
Piutang Lancar Kredit Pemerintah HEAXXR XXX HAOCKHHXXK
Piutang lain-lain HRXKKHKXKX HXH AKX
Penyisihan Piutang Tak Tertagih [XHX XK XHX) (RXA KKK KKK}
Jumlah Piutang OO XU XXX KUK XXK KKK
Investasi Jangka Pendek KEK KKK KKK HAX XK KKK
Belanja Dibayar Dimuka XXAXXX KKK XXX KXK KKK
Persediaan XXX KKK KKK XXX XK XK
Piutang PFK J 80 .46, 8.4 4.4 HREBKK KKK
Jumlah Aset Lancar HAX AKX HXX HXK KKK XXX
INVESTASI JANGKA PANJANG
INVESTASI NON PERMANEN .
Dana Restrukturisasi Perbankan LXK XXX XAXXXKKKX
Dana Bergulir HKHXKOOAKK OO KX
Investasi dalam Obligasi KEX XX XHK KA KKK KKK
Penyertaan Modal Pemerintah dalam Proyek Pembangunan KUK KKK KKK DO XXX
Investasi Non Permanen Badan Layanan Umum XXX XXK. XXX KRX AKX XXX
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya KAHXKK XXX KXX XXX KKK
Jumlah Investasi Non Permanen KXXKKXKKXKX O 4 0.9.4.44
INVESTASI PERMANEN KAKX KA KXK KX KHH KKK
Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah KERXRK KKK HEAX XXX AKX
Investasi Permanen Badan Layanan Umum HKUHKHK KKK KUK KA XXX
Investasi Permanen Lainnya XXX XXX KKK 200X XNK
Jumlah Investasi Permanen HXX KKK XXX KX XXX XXX
Jumlah Investasi jangka Panjang XXX XXX HXX KR KKK KKK
ASET TETAP
Tanah REXKXKXRK XL XXK XXX
Peralatan dan Mesin XXX XXK XXX HXK XXX XXX
Gedung dan Bangunan XXX KKK XXX XN KKK XXX
Jalan, Irigasi dan Jaringan HOOL KKK XXX XX XXX KKK
Aset Tetap Lainnya XAX XXX XXX J; 8. 0. 8.0 0.8 6,44
Konstruksi Dalam Pengerjaan HOHOL KX OO KK
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (160 8.0.0.8.6.6.4] {RXK XA KKK
Jumlah Aset Tetap XXHEXKXXX HRKKXK KKK
DANA CADANGAN KUK KKK XXX KRAKXKRKH
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PIVTANG JANGKA PANJANG
‘Tagihan Penjuatan Angsuran OO KX KRR KKK XXX
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi KKK KK KX KHK XK
Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjarnan XXX KKK KKK XU KKK
Piutang Jangka Panjang atas Kredit Pemerintah KK HKX XXX XKX XXX
Piutang Jangka Panjang lainnya KHX KO KKX KX KKK XXX
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (XK XXHXXX) [KEK KKK KKK
Jumlal Piutang Jangha Panjang XAK KKK XXX KEXEXK XXX

ASET LAINNYA

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga XXX XXK KKK HEA KKK XXX
Aset Tak Berwujud ' HKUXKHAKX KKK KKK KKK KK
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya OO XKX SOOLXXN KKK
Dana Penjaminan AKX XXX XXX KK KKK
Dana Kelolaan Badan Layanan Umum KAK KKK KKK XX XXX KKK
Aset Lain-lain XK HXK KKK XREKEK KKK
Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya XXX KX XXX XU XA XXX
Aset Lainnya Penerusan Pinjaman OO KKK KKK XK KKXK
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya (XXX XA XXX (KX XKX)
Jumlah Aset Lainnya KUK XXX XXX 1.0 5.¢.4.8.0.9 4

JUMLAH ASET

XXX AXK XXX

XAXERKEXK

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang Perhitungan Pihak Ketiga KHKKHX XXX KKK KKK XXX
Utang kepada Pihak Ketiga KEEXHHKXX HIO KK KKK
Utang Biaya Pinjaman KUK KKK XXX ARKKXX XXX
Utang Subsidi XXM KKK XXX XXX KKK KKK
Belanja subsidi yang masih harus dibayar KUK KEKKXKX AKX A KAX
Utang Transfer KXAXKKEXX KXHXHK XXX
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang HRK KKK KKK XXKKXXK KKK
Utang Surat Berharga Negara - Jangka Pendek XXX XXX XXX RO 0.0.0.0.¢.4
Utang Yang Belum Ditagihkan HEX XXX XXX HEXXKKXKX
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan, KEX KKK XXX KAX XXX KKK
Pendepatan Diterima Dimuka XXX XXX XXX KA KKK XXX
Uang Muka Relening Khusus HKHK KKK XXX HRK KA KKK
Uang Muka HXHXKK KK HAKXKXA KKK
Utang kepada KUN KHH KKK KHK HHK KKK KKK
Utang kepada RPL KEK KKK KXX HAKKAX KKK
Pendapatan Yang Ditangguhkan 2O XHX KAK XXX XXX
Utang Jangka Pendek Lainnya KXK KKK XXX XXX KKK KXX
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek P 0.0 0. 6.05.0.0.4 KEXXXK KKK
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
UTANG JANGHKA PANJANG DALAM NEGERI
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan KX ARK XXX KX XXM KKK
Utang Jangka Panjang SBN Dalam Negeri X EXK KKK KEX KKK XXX
Utang {epada Dana Pensiun dan THT HEK XXX XXX HAKXKUK XXX
Pembiayaan Surat Utang Negara Ditangguhkan L0 8.0.6.8.0.¢.¢ KAK KKK XXX
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya KRR KKK KXKX HOOL KKK XK
Jumlah Utang Jangla Panjang Dalam Negeri HIH KK KKK KUK HKH KKK
UTANG JANGKA PANJANG LUAR NEGERI
Utang Janglka Panjang Luar Negeri Perbanlan XXX KAKKXK HEKEXK XXX
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Non Perbankan XXX KKK KKK HREXKH XXX
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya KAX KKK KKK XXX KR KKK|
Jumilah Utang Jangke Panjang Luar Negeri KAX XXX KKK HAK KKK XXX
Jumiah Kewajiban Jangka Panjang KA KKK KKK HXX XXX KKK
JUMLAH KEWAJIBAN XK KRK KKK HXKHKM KKK
EKUITAS
Ekuitas REKX KKK XXA KX KXKKKK
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA EXX XXX XTY XXX XXX XXX|
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F. LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH PUSAT

PEMERINTAH PUSAT
LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN QOXO

{Dalam Rupiah)

URAIAN

20X1

20X0

ARUS HAS DARI AKTIVITAS OPERASE’

ARUS XAS MASUK

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

PENERIMAAN PERPAJAKAN KOO KRN0 X000 00!
PENERIMAAN PAJAX DYALAM NEGERI FOULXOO0 OO0 )OO0 MOGLEOO K
4111 Penerimaan Pajak Penghasilan SOOLIOOCXOO X0 XX O XX XXX

4112 Penerimaan Pajal Pertambahan Nilai

4113 Penerimaan Pajalc Bumi dan Bangunan

4115 Penerimaan Pajal Lainnya

PENERIMAAN PAJAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL

4121 Penerimaan Bea Masuk KEXKEX KKK KA RXKKEK AKX KKK
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK KEXHKAX KKK HBXK] BXEXKK KK KKK
PENERIMAAN SUMBER DAYA ALAM KU KKK KKK KKK KAK KK KKAKKX
4211 Penerimaan Minyak bumi SOOI OO0 XK XXX

4212 Penerimaan Gas Bumi JOKOLHKK KKK KKK XX KKK

4213 Penerimaan Pertambangan Umum XXX K KKK AKK] KXE KKK KKK XXX
PENERIMAAN BAGIAN LABA BUMN OCLKOO KKK MO XKL XXX XXX

4221 Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN

PENERIMAAN PNBP LAINNYA JOOLXMOIK | 2000200000
Pemindahtanganan} OO | OO0 OO XXX
serta Pendapatan dari Penjualan OO0 30000 XXX XX

4232 Penerimaan Jasa KRXOOIOOLIK] 200000 XXX XXX

4233 Penerimaan Bunga SO AR XHHK GO XKL X000

4237 Penerimaan [uran dan Denda FOOCIOOCKHKICOT] 3O OO XL XX

4239 Penerimaan Lain-lain JOOLMOL KKK KKK X000 XXX XK XXX
PENERIMAAN BADAN LAYANAN UMUM FOOCHK OG0 2000000 XXX
4241 Penerimaan Jasa Layanan Umum PO 000NN 2000 I000ICC X

4249 Penerimaan BLU Lainnya HOOLA00CHOGLH000] 200CLIOCLM
PENERIMAAN HIBAH OO OCI00LXXX | 20003000 XK MK

PENERIMAAN HIBAH DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI

4311 Penerimaan Hibah Dalam Negeri

4312 Penerimaan Hibah Luar Negeri JOOLXOOLIODI00OL X0 KL XXX. XXX

JUMLAH ARUS KAS MASUK KOO KOK X000 KKK XKL XN XXX KX
ARUS KAS KELUAR i KHAKRK KKK KKK KEK KKK KKK KKK
PEMBAYARAN BELANJA NEGARA JOOLXOOCIONLI0 200000 XK
FEMBAYARAN PEGAWAI POOLIODCX K] 2000000000
PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN KX KARKL KKK KKK XXXXXXXXXX.XX

5111 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS KX KKK FOOLKRK ] KR KHKKKKK KX

5112 Pembayaran Gaji dan Tunjangan TNI/Polri O OO0 KOO0 XX
PEMBAYARAN HONORARIUM/LEMBUR/VAKASI/TUNJ, KHUSUS & FOOLA0OCCOL0NL] 20000000
BELANJA PEGAWAIL TRANSITO KO KOO0 KOO 20002000 X0 KKK

5121 Pembayaran Honorarinm OO KKK KKK XK XL KKK XK

5122 Pembayaran Lembur KK KEK KKK KOO XKL XXX XK

5124 Pembayaran Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito KKK XK 20002000 XK XXX
PEMBAYARAN KONTRIBUSI SOSIAL KOO KKK KKK 2O KL XKLXRX

5132 Pembayaran Asuransi I{esehatan
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PEMBAYARAN BARANG HAKIX AKX KK KKK KKK KKK
PEMBAYARAN BARANG KEX KKK KKK XK KKK
5211 Pembayaran Barang Operasional HKHKKXKKKKXXK . XXX IO XKH KKK
5212 Pembayaran Barang Non Operasional HOOK KOO KKK XK XOOL XU KX XXX
PEMBAYARAN JASA KL KOOLR0OLXKA ] XXX XK XXX
5221 Pembayaran Jasa OO0 MO X000 XKL XXX
PEMBAYARAN PEMELIHARAAN JOBKLXHK KKK KKK KOO KKK XXX
5231 Pembayaran Pemeliharaan SO KKK XMXK]  XOOLXBOLEXX
Pembayaran PERJALANAN ) KUK AKRKKKXAK] 200U XOOLRXX
5241 Pembayaran Perjalanan Dalam Negeri HOOLICOLXMCRRAN S XX IR XAK KKK
PEMBAYARAN BADAN LAYANAN UMUM (BLU) HOOLXEKOOLXXK] HXAKOLXXK KKK
5251 Pembayaran Barang BLU FOOL OO0 | 000X XXX
PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG OO KXK XK R XK XXX
PEMBAYARAN BUNGA UTANG JOOLXFXKHOLKAK] 200X KX
5414 Pembayaran Bunga Utang LN - Jangka Panjang OO KUK SO0 X0 XX XKX
PEMBAYARAN DISCOUNT SURAT UTANG NEGARA DALAM NEGERI JOOLKOOLXOO0X00 2000 XL XXX XXX
5421 Pembayaran Discount Surat Utang Negara Dalam Negeri HXKIOOLXKK KKK 3OO0 XXX
PEMBAYARAN DENDA KOKIHKK KKK KHK] KOO KRN XXX
5471 Pembayaran Denda FOOL KKK JOOCHMAKY XL KOO0 KKK
PEMBAYARAN SUBSIDI KR IOOLXOOL KA XA KKK XXX
PEMBAYARAN SUBSIDI PERUSAHAAN NEGARA KXKIOCLKAK KKK KRR KK XXK XK
5512 Pembayaran Subsidi Lembaga Non-Keuangan - BBM OO ICOLKOOU XK KOO XXX O XXX
5513 Pembayaran Subsidi Lembaga Non-Keuangan - Non BBM OO XK KKK] X000 XK KKK XXX
PEMBAYARAN SUBSIDI PERUSAHAAN SWASTA JOOLXIOUXOU KKK XA xO 200 XXX
5521 Pembayaran Subsidi Lembaga Keuangan OO KXK IO XXX XXX X XXX
PEMBAYARAN HIBAH JOCKXXKKL KRR KA KUK XXX
PEMBAYARAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH SOOI N 300 X0 IO XXX
5631 Pembayaran Hibah Kepada Pemerintah Daerah KOOI KKK IK] XEH OO KKK XKX
PEMBAYARAN BANTUAN SOSIAL FOOLXHA KRR IKK] KO XKHKOCLKRX
PEMBAYARAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PEMBERDAYAAN SOSIAL FOLOLKIR K| 2K G XK
5731 Pembayaran Bantuan Sosiai Untuk Pemberdayaan Sosial JOOLXXX KKK XXK]  200LXXXOOLKKX
PEMBAYARAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN HOOCKXX KK KKK] HAHKIOOLXKALKHK
5751 Pembayaran Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan {emiskinaa OO0 KO KOCKXH I KKK
PEMBAYARAN LAIN-LAIN OO IO RO KRR XL X HOCLXXX
PEMBAYARAN LAIN-LAIN HOOLKHK XK XKA] SO0 00LXAX
5811 Pembayaran Lain-lain Dana Cadangan OO KKK KODLXRXK] 2O XK XK XXX
5813 Pembayaran Lain-lain Jasa Pelayanan BUN KOO XXX KX KX KO0 XKX KK XXX
5816 Pembayaran Lain-lain selisih kurs terealisasi JOOR MO 3OO0 XK
PEMBAYARAN TRANSFER KE DAERAH FOOK OO KOO X000 000X,
PEMBAYARAN DANA BAGI HASIL JOUO IO XN X000 X00HXX
PEMBAYARAN DANA BAGI HASIL PAJAK ' KOOLIOK KX KKK HOKKIOOL KKK KKK
6111 Pembayaran Dana Bagi Hasii Pajak Penghasilan Perorangan HOOCIOOSO00KRN]| 30U 000 KRR XXX
6112 Pembayaran Dana bagi hasil PBB HARKIOLKKKKKK] RXHHKIOK KKK
PEMBAYARAN DANA BAG] HASIL SUMBER DAYA ALAM SO RPOLROE 0K KOO0 XXX
6121 Pembayaran DBH-SDA Minyak Bumi JOOLKXK IR IO 200D XU XKX
6122 Pembayaran DBH-SDA Gas Bumi KHKIOOLKXAIO] 2000 XXX X00{ KKK
6124 Pembayaran DBH-SDA Pertambangan Panas Bumi KK 20O 0O X0 X0 300K, MO XXX
6125 Pembayaran DBH-SDA Kehutanan KHX KKK KKK XKL KKK XK
6126 Pembayaran DBH Perikanan KK KRR JOOK IO 300 XKK AKX KXK
PEMBAYARAN DANA BAGI HASIL CUKAI KREKKK KKK KKK IO XK KK XKX
6131 Pembayaran Dana Bagi Hasil Cukai KHE KKK KKK XSO KX XX
PEMBAYARAN DANA ALOKASI UMUM XXX KOOLRO X X0 X300 XXX
PEMBAYARAN DANA ALOKASE UMUM SOOLXHOCIOOL00] SO0 KOO XK
6211 Pembayaran Dana Alokasi Umum FOOL KK KA MK 3OO XK XD XXX
PEMBAYARAN DANA ALOKASI RHUSUS KA KX KOO 3OOU KK XA XXX
PEMBAYARAN DANA ALOKASI KHUSUS SOOUKMCKXK IO SO0 X0 KXLKXKX

6311 Pembayaran Dana Alekasi Khusus OO KAHLKKX
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PEMBAYARAN DANA OTONOMI KHUSUS KEKKXK KKK RKK] KOOSO KKK
PEMBAYARAN DANA OTONOMI KHUSUS ZOOCKO XXX X000 X0 XXX XXX
6411 Pembayaran Dana Otonoini Khusus Aceh KKK AR KKK | X ARHL KKK O
JUMLAH ARUS KAS KELUAR PO OG0 0.0.0.0 6,44 XXXYXXX.XXX.XXX
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI XNR MK AR XXK] KX EEXXRE XXX
ARUS KAS DARF AKTIVITAS INVESTASY

ARUS EAS MASUX ,
PENJUALAN ASET XEXKAXK KKK XHKK| KO 20K IO XXX
" PENJUALAN ASET OO0 KKK IOCKIOWK [ K000 XKL KKK KKK
4231 PENJUALAN ASET TETAP KOO0 20001 XX X000 XX XXX
Pendapatan dari Pemindahtanganan BM¥N OO0 A0O0L00 200000000
JUMLAH ARUS KAS MASUK XXX XOOUXOOLKK| X0 OO XXX
ARUS KAS KELUAR XX.X}G{X)O(XXJO( KK KKK KKK KRR
BELANJA MODAL KK XKKKHRKAK] KKK 2O
PEROLEHAN MODAL PERALATAN DAN MESIN KAKKXKEXK KKK X0 KOO0 XKL XXX
5321 Perolehan Modal Peralatan dan Mesin HIOLIOCLXKKIO00| 30K 0K XX XXX

Mesin OB OOLKOOY D000 XK

dari Hibah JOOLHKKIOOLKHK] XX 00 XXX

PEROLEHAN MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN KOO KOO0 3OO

5341 Perotehan Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan JOCI00CONL 00 KOO0 000

PEROLEHAN MODAL LAINNYA JOOUIOO OO0 XOOLGO0 XK

5361 Perolehan Modal Lainnya KRR KHKKKK KKK KKK XK

PEROLEHAN MODAL BADAN LAYANAN UMUM (BLU} KKK KHKKAX KKK KRKKK KK XAKK

5371 Perolehan Modal BLI KEKKARXXRXK KKK KXH OO0 XXX

PENGELUARAN PEMBIAYAAN HHHEHRKARKKXK] 20000000 KX

PENYERTAAN MODAL NEGARA JOOCHOIOOLERK] X0 RAOOL0OL

7241 Penyertaan Modal Negara pada BUMN KUK KA KKK KO MK OO XK XXX

7242 Penyertaan Modal Negara pada Badan Internasional FOOLXXXOOCKN | XK OO XKL XXX

INVESTAS] PEMERINTAH XAKKXK KKK OO0 XXX

7271 Investasi Pemerintah 2000 00000CHHN Y 2000 X00X000H

JUMLAH ARUS KAS KELUAR HROLI00L00LI00 L 2003000000

ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI FR KOO0 KO O RN NN

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
ARUS KAS MASUK

PENERIMAAN PEMBIAYAAN OO0 XXX 2000000000 XXX

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI 200 0O0OLADOGI00Y X000 0L XEX

7112 Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri - Non-Perbankan PGP OO0 .00 04 D 060,008,055 .0.64

7114 Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara Dalam Negeri KOO OO XK KOO XX XXX

7116 Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara - Valuta Asing FHAAXK KKK IO 200000 XXX

PENERIMAAN PEMBIAYAAN LUAR NEGERI OO 000000 XXN] 2000 XK XXX XXX

7121 Penarikan Pinjaman Program ‘ KUK KKK KKK AAK] KOO KKK

7122 Penarilan Pinjaman Proyvek JOOLKAL O] KOO XEK KKK

" PENERIMAAN CICILAN PENGEMBALIAN PENERUSAN PINJAMAN KX XXX KOO HK] XXX XXX

7151 Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri AOOLIOOLICOLXXX| OO XK KXX O

7152 Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri KX IOCCKHKRMAX] 200000020000

PENERIMAAN PEMBIAYAAN LAIN-LAIN N KX XK KK | KOO0 KX XXX

7192 Penerimaan Piutang Belum Teridentifilasi KUK KHKKAK KKK KXK KKK KEARXKK

JUMLAH ARUS KAS MASUK KR KKK KKLKKK] KKHKKXKKKK KKK
ARUS KAS KELUAR

PENGELUARAN PEMBIAYAAN KOOLKMOKHX KKK XK IO XHX

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI

7213 Pengeluaran untuk Pembayaran/Peiunasan Surat Berharga Negara Dalam

KEXXKK KKK KKK

KRKKIHK KKK KKK

Negeri XOOLIOOL XXX XXK| XKL XKK XK |

7215 Peageluaran untuk Pelunasan Surat Berharga Negara - Valuta Asing OO KOO RHK] A0 XXX KK XHX
PENGELUARAN PEMBIAYAAN LUAR NEGERI XXX KKK XXX 00000 ENX

7222 Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri-Pinjaman Proyek KAAXXR XK ERK]  KHEHRKKAAXKX
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RDI/RPD

O XHK KKK KKK

7251 Penerusan Pinjaman Dalam Negeri RDI/RPD

KL KAK XK KKK

7252 Penerusan Pinjaman Luar Negeri

JUMLAH ARUS KAS KELUAR

ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN

P68 B0 084 0/8.664

ARUS AS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

ARUS KAS MASUK

 PENERIMAAN NON ANGGARAN

PENERIMAAN NON ANGGARAN PFK OO IO KX | KK XK, XXX
8111 Penerimaan PFK 10 % Gaji YOOLKKKIOOUKXK| 3000300000 XKX
8112 Penerimaan PFK 2 % Gaji Terusan HOOH HOOE OO KKK SOOI 000K
8113 Penerimaan PFK Beras BULOG FHKOOCKPOUKKN] XHAKODK KKK XXX
8114 Penerimaan PFK 2 % Iuran Kesehatan Pemda OO OO0 OO KX 3OO XXX O XXX
B115 Penerimaan PFI 2 % Asuransi Bidan/Dokter PTT OO 000 X000 XK
8119 Penerimaan PFK Lain-lain BOOK XN OO 3OO0 X KO AKX

PENERIMAAN TRANSITO JOOLIOK OO KKK X000 XNX
8151 Penerimaan Transito OGO KKK KKK OO0 XXX
8155 Penerimaan Transito Uang Persediaan KOO0 X IO XXX XO0L XXX
8156 Penerimaan Escrow OO OOLIO0 K] X000 XK K XXX

KOREKSI PENGELUARAN PEMINDAHBUKUAN HEX KX KKK KOO XX KKK KKK
8161 ¥Koreksi Pengeluaran Pemindahbuliuan KHK KKK KK 200 RK XK KKK

PENERIMAAN NON ANGGARAN PIHAK KETIGA SOOKIOOLHXE KK HOLXXXXRXKKXK
8171 Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga HK OO0 OO XXX
8172 Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Rekening Pemerintah Lainnya SOOLIOOLIK] X0 X000 XX
8173 Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Migas KHAK KOO KAX | KO KK OO KKK
8174 Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Non Migas FHRA S IOCLRKK] 2000 KKK
8175 Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Relkening Khusus XOOLIOOLIOOLIHXK] 2000 XKL

PENERIMAAN KIRIMAN UANG ANTAR REKENING BANK SOOLYOOC KKK KO0 X0 KX

8181 Kiriman Uang antar Relening Banlk

JOGLEXK XXX XXX

JUMLAH ARUS KAS MASUK

KA KA REK KKK

ARUS KAS KELUAR

PENGELUARAN NON ANGGARAN OO IOOLXXK] X000 LOLXXXK
PENGELUARAN NON ANGGARAN PFK SOOLIOOCIOLIO | KOO XXX

8211 Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 10% Gaji KOO KOO IOOLKNX] XXHLXOL00LXKX

Terusan HKXHIOKIOOL KKK XXX OO KKK KKK
8214 Pengembalian Penerimaan PFK 2 % Iuran Kesehatan Pemda SOUKOOLIO0LICOL OO0 KL XXX

8215 Pengembalian Penerimaan PFK 2 % Asuransi Bidan/Dokter PTT FOOL OO KKK KAK]  HOOCIOL XK XXX

8219 Pengembalian Penerimaan PFI{ Lain-lain SOOI OO KO FOOC RN 00X

PENGELUARAN TRANSITO

8251 Pengeluaran Transito

8253 Pengeluaran Persekot Gaji ' OO0 XL KKK XX KR XXX

8255 Pengeluaran Transito Tambahan Uang Persediaan SOOLIOOOLXKX| XOLXOSLO0CKXX

KOREKSI PENERIMAAN PEMINDAHBUKUAN SO MOC K XK, 20O HK KKK XXKK

8261 Korelsi Penerimaan Pemindahbuluan KOO KA FOOU KKK 2K KK OHL KKK
PENGELUARAN NON ANGGARAN PIHAK KETIGA JOUC KOO0 3000 XKIOURKX

8271 Pengeluaran Non Anggaran Pihal Ketiga JOOCKK XK SO0 XKL KOO KKK

8272 Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Rekening Pemerintah Lainnya KOO OO XRXIOGK] RRH IO AKX

8273 Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Migas SOOLKRK KKK XXX KKK KKK KKK

8274 Pengeluaran Non Anggaran Pihal Ketiga Non Migas JOOLKX KX OO X000 XKL XKL KKK

8275 Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Relening Khusus FOOCKEAKAX IO KKK KXKL KKK
PENGELUARAN [IRIMAN UANG ANTAR REKENING BANK OO0 IGO0 XK, X000 L00CXXX

8281 Kiriman Uang antar Relening Bank SOOI IK L XXHK] OO0 O XXX

JUMLAH ARUS KAS KELUAR OO XOKIOOLXXXE 3OO0 XX XKX
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS KRR KN O KRR | XL XRE XX XK
KENATHAN [PENURUNAN) HAS SEBELUM KOREHSI PEMBUHUAN XX XXX XEK XXX XX XXX XAKXKK
HKOREKSI SILPA b.6.6.8.0.0.8.¢6.8 50415 0.6 H6:4.8.6.0.8 4.9

KOREKSI SAL
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PENYESUAIAN ATAS SELISIH KURS XXX KKK KKK KKK| KRR KKK KKK KKK
PENDAPATAN BELUM TERIDENTIFIKASI XXX XXX XXX XXX | XXX XKLKKR KEK
HOREKS] EKUITAS DANA CADANGAN KOO XXX MKK KKK | XK KKK KKK KKK

AKUMULASI KOREKSI PEMBUKUAN

KENAIHAN [PENURUNAN) XAS SETELAH KOREKSI PEMBUKUAN

SALDO AWAL XKAS

SALDO AKHIR KAS

SALDO AKHIR KAS BLU

SALDO AKHIR KAS LAINNYA DI KL

SALDO AKHIR SETARA KAS

SALDO AKHIR KAS KPPN

SALDO AKHIR HAS BUN

SALDO AKHIR KAS REKENING PEMERINTAH LAINNYA

SALDO AKHIR ASET LAINNYA (KAS REKENING ESCROW)

HKAS DALAM TRANSITO

KAS DY BENDAHARA PENGELUARAN
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G. LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
'LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: XXX X0CBOOOCOCO00UEoo00XK

(Dalam Rupiah)

TA 20X1

% ] REALISASI TA
- ., URAIAN . ANGGARAN | REALISASI | REALISASI 20%0
A, Pendapatan Negara dan Hibah
I. Penerimaan Perpajakan X X KX KOO0
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak X X PO, 5.0 4 0.0.6.0.¢. 80,04
IIl. Penerimaan Hibah X X KX 2O XXXK
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah X X EO 0 AN 0 0.0.0.8.6.0.¢
B. Belanja Negara
I. Belanja Pemerintah Pusat X X p o8 LIS 0.0.0.6.8.6.0.4
1. Belanja Pegawai X X KK XX OOK XK KKK
2. Belanja Barang X X XXX HXK KKK XXX
3. Belanja Modal X X KK KK XK IO HEX
4, Pembayaran Bunga Utang X X XX XXE OO XXX
5. Subsidi X X KX XRHIOOLXAK
6, Belanja Hibah X X KX XK XK KKKKHK
7. Bantuan Sosial X X K| KKK KKK
8. Belanja Lain-lain X X KKK KOO XX XX
IL. Transfer ke Daerah X X LO. B¢ AN G0 5.0.0.0.0.04
1. Dana Perimbangan X X HHEX| OO KKK XXX
a. Dana Bagi Hasil X X XX KOO XXX
b. Dana Alokasi Umum X X KAEXK| KKK
c. Dana Alokasi I{husus X X KKK OO KKK KKK
2. Dana Otonomi {husus dan Penyesuaian X X PO B OGO 8.6.0.8.9.9.4
a. Dana Otonomi Xhusus X X b6 O AN 6 6.8.0.0.0.0.9.4
b. Dana Penyesuaian X X XX XOLKMK XXX
Jumlah Belanja Negara X X O KR HHKHXXK
C. Surplus (Defisit) Anggaran (A - B) XX XX XX XX XXX XXX AKX
D. Pembiayaan
I. Pembiayaan Dalam Negeri bd X KX XKEX KKK KKK
II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto) X X KK KKK KKK
Jumiah Pembiayaan XX XX XX XX | XXX XXH XX
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H. LAPORAN OPERASIONAL KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

t

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X 1 DAN 20X0

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: XXX

(Dalam Rupiah)
Kenaikan/ :
. URAIAN 20X1 20X0 Penurunan (%)
KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN . |
PENERIMAAN PERPAJAKAN
Pendapatan Pajak Penghasilan AKX XK KKK XKL XKK] OO 000L 0 XXX
Pendapatan Pajalk Pertambahan Nilai KK XXH XXX 3OO0 XA KX XXX XXX
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan FOOCXXIOO OO0 XK 20 XXX KX
Pendapatan Bea Masuk XHKXX KKK OO AKX XX XUX XXX XXX
Pendapatan Pajak Lainnya KEXKKHXRK | KEHACOLEHK] XXX XXX
JUMLAH PENDAPATAN PERPAJAKAN KEEX XXX XXX] XXX XEXXXH| XXX XXX XXX XXX
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK .
Penerimaan Sumber Daya Alam FOOCOGLXAKK]  XOOCMOEUKIX] XL XXKLXIO( XXX
Pendapatan Bagian Laba BUMN HOOCKKK KA X KKK KK 30002000 XXX 20
Pendapatan PNBP Lainnya FKOOLKRN| 2000300003 2000 XEX XXX XNX
Pendapatan Badan Layanan Umum FOURU KX KKK RXX KK KKK KK KK 20X 20
PENERIMAAN HIBAH KXXOOLUKXK] XEOOLKXKD X000 XXX XXX
PAJAK P o & 4680 .0.0.0H 640648 04 6o 6 668 664 . XXX
BEBAN
Beban Pegawai FOOCHOLMXX| XL XXX XK 2O0LKIOL XXX XXX
Beban Persediaan HAXKEHK KKK HOOLXKKK XXX XXX K0LXXH XXX
Beban Jasa
Beban Pemeliharaan JOOLXOOLXXX) XXX 2OOLXXX| 300000 KXX
Beban Perjalanan Dinas XK KKK 2000 XEX | X300 XXX XXX
Beban Barang Lainnya KAX OO KKK 7 30OLI00LKXK] 3000 X00LXHK 3oL
Beban Bunga KHKKHK KKK XXK XX KK KO XKX KXX
Beban Subsidi XK XKK XK 3OO0 3G XX AKX
Beban Hibalt OO HRX TR | 3 SOK K| R XK R, WX
Beban Bantuan Sosial FOOLKOOLXXN] XXX XHXE XK 20K XXX 200
Beban Transfer KKK XKK] SOSUKKX KX X0 XXX XK XK
Beban Penyusutan dan Amortisasi KOO0 XO0G0I00GHNK| 200K XXX XXX
Beban Lain-lain FOOLXEX KKK XKD 20000 X
JUNMLAH BEBAN AXX XN XXY | XoDUI0UUNY | M N gy XXX
OPERASIONAL OUXEOI00 OO ) | XL XXX, XXX XXX
HEGIATAN NON OPERASIONAL i
Surplus Penjualan Aset Nonlancar KKK KKK AXKKAK KKK 200K XXX XXX
Surplus Penyelesaian Kewajiban Janglka Panjang XX KKXKRK| 2O0KOLKAK| XX XXX XK
Defisit Penjualan Aset Nonlancar KX IODLKXK| XOLX0LXXK] 3OO XXX XHX XXX
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang OO0 XXX XKK G| 3000 X0 XXX
Surplug/Defisit dari Kegiatan Non Cperasional Lainnya AL XK KX KOO X000 HHX
OPERASIONAIL AR AN XX XARXXAF XK XXX XXX XXX
SURPLUS-DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA PO 4.0 8. 400D 6.6.85.0.6 8.0 4008 608604 pi6.4.4
POS LUAR BIASA 6% 0.6.8.4.0. 4 I &40 608 b o4 o s &6 XXX
Pendapatan Luar Biasa FOOK KKK KKK XEX KKK XXX 200 KK KKK KHX
Beban Luar Biasa KAKIOOLKXK] OO0 XO KKK XY KKK XXX XXX
JUMLAH POS LUAR BIASA XX EXKXXX| ¥R XEXXHH| XK KRR EXX XXX
SURPLUS/DEFISIT LO KHX XXX XY XEHXRXXEX | XK XXX XXX XXX

e,
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I. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: XXX  XOOOOOKEKXXX

{Dalam Rupiah)

URAIAN 20X1 20Xx0
EXKUITAS AWAL KHAKIKKN XK O XXX
SURPLUS/DEFISIT-LO XXXXXXXX.X }G(XXXXXXX
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR OO XXX 300K
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN PO O B.0.0.5.5.6.0IED 068 6,08 6.0.4
SELISIH REVALUASI ASET TETAP P00 0000 0.0, M 8. 8.0.0.0.6,0.4
LAIN-LAIN HOLKEK KKK XK XHK KKK
EKUITAS AKHIR XK XXX XXX XXX XXX XXX
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J. NERACA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
i .

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

NERACA

PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

KEMENTERIAN NEGAR’A/ LEMBAGA: XXX KXXX0000KKK

(Dalam Rupiah)

URAIAN

20X1

20X0

ASET

ASET LANCAR

Kas dan Bank

Kas di Bendahara Peneeluaran

L P L. .9, 0.9.9.9.4

K XA KKK

Kas di Bendahara Penerimaan

D90, 9.0.9.9.0.4

P .0 W 0. 9. 0.9.9.4

h 0. 0. 0.0.0.9.0.9.4

P E.0.D.9.0.9.9.9.4

)0, 0.59.0.0.9.0.0.4 ).9.9.0.9.9.9.0.9.4
PO 0. W00 W 0.0 PO W0.0.8.9.0.¢
Jumlah Kas dan Bank ).0.9.99.0.9.9.0.9.4 bOS. WO W.4.9,4

Piutaneg
_....Piutane Paiak L E W9 D.9.9.4 ). 4.9.9.9.9.9.9.9.4
Pintang Bukan Paiak ).0.0.9.0.9.9.0.0.4 ). 9.0 9. 0.0.9.9.9.4
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Anegsuran b OO0 9.0.0.0.9.4 .0.9.9.9.9.9.9.9.4
. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Ruei XX XXX XXX b OO H.9.0.9.9.6.4
Uang Muka Belania i .0.9.9.0.9.09.9.9.4 .0.0.49.0.0.99.9.9.4
Plutang dari Kegiatan Non Onerasional BLLUL ). 9.9.9.9.9.9.9.9.4 EO.0.0.9.0.0.9.9.4
. Piutang lain-lain OO B0 0.8.0.0.4 RO 0. B.0.0.0.9.9.4
Penvisihan Piutane Tak Tertagih 9.0 W00 W.9.9.4 (X AKK XXX

Jumlah Piutang

). 0.9.9.9.9.9.9.0.4

). 9.0, 0. 9.9.9.9.9.4

Belania Dibavar Dimuka

). 9.9.9.9.9.9.9.9.4

). 9.9.9.9.9.9.9.9.4

Persediaan ) 0.0, W09 M. 04 hEO. W .0.9.9.9.9.4
| Jumlah Aset Lancar L9.9.W.9.0.9.9.9.4 P9 0.9.0.9.9.9.9.4
INVESTASI JANGKA PANJANG

| INVESTASI NON PERMANEN

... Jnivestasi Non Permanen Badan Lavanan Umum 1.9.9.9.9.0.9.9.9.4 .9.9.90.9.9.9.9.9.4

Jumlah Investasi Non Permanen b 0. 0. 0. 9.9.W.9.9.4 LS. 9.9.9.9.9.9.4

INVESTASI PERMANEN Y0 M. 0. 0.9.9.9.4 P 0.0.9.0.9.9.0.0.4

Investasi Permanen Badan Lavanan Umum 0.0 .0.9..9.0.4 )0 0. 9.0.0.9.9.9.4

Jumiah Investasi Permanen LY. W0 W.0.9.9 ) 0. 9.9, 0.9.9.9.9.4

| Jumlah.nvestasi janeka Paniang ) EW.00.H.0.0.4 POV D0 0.9.0.4

 ASET TETAE.

| __Tanah PO 0. W.0.9.9.9.0.4 PO BB .9.0.4

Peralatan dan Mesin )9 0.9.0.0.9.9.9.4 PO 0. W0 0W. .04

Gedung dan Bangunan PO 0.0.0.9.9.9.4 PO.9.W.0.0.0.0.0.4

Jalan, Trigasi dan Jarinean ).9.9.99.9.9.8.9.9.4 9. 0. W4 0.H.0.04

Aset Tetan Lainnva ):0.9,9.9.9.9.0.6.4 ) 0. 9.0.9.0.9.0.9.4

Konstruksi Dalam Pengeriaan 0. 0.0, 9.0.9.9.9,4 b 0B 00 H.0.9.4

Akumulasi Penvusutan Aset Tetan {3 3OO XKD . 9.9.9.0.0.%.9.9.4

Jumlah Aset Tetan P 0.9.9.9.9.9.9.0.4 P9, 0. 9. 0. 0.9.9.9.4

| DANA CADANGAN P9 0. W.0.9.9.0.0.4 b 9.9 WL 0.W.9 04
__PIUTANG JANGKA PANJANG

i i < n 1. 0. 0. W.9.9.9.9.9.4 b 0.9.9.9.9.W.9.0.4

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi KX, 2K KKK 2000 XX XXX

Piutang Janegka Paniang lainnva KHK KKK KKK HXK KKK XXK

| Penvisihan Piutang Tidak Tertagih 2.0.9.9.9.0.9.9.04 (O KKK XXX

L..Jumlah Piutane Janegka Paniang 0. 9.90.0.0.9.6.¢.4 IO KK XKK

ASET LAINNYA

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga KRB AN KRX ). 9.0-9.9.9.9.9.9.4

Aget Tak Berwuijud ) 9.0.9.9.9.9.9.0.4 b0 W0.0. W 0.0

Dana Kelolaan Badan Lavanan Umum P S W00 W.9.94 PO W.0.0.9.9.0.4

Asef Lain-lain ). 9.9.9.9.9.9.9.0.4 ) 0.0.W.9.9.9.9.9.4

- Akumulasi Penvusutan/Amortisasi Aset Lainnva (30 X KK XXX P90, 0. 0.9.9,0.4]

- Jumlah Aset Lainnva ) 0. 0.0 .9.9.9.0.9.4 0. 0. 9.0.9.9.9.0.4

JUMELAH ASET

). 4.9.99.6,9.9.9.9.4

XXX XXX XXX

KEWAJIBAN

EEWAJIBAN JANGEA PENDEK

| Utane kenada Pihak Ketiga p OO W 0. W.0.9.4 )9 0. 9. 9.0.9.9.0.4
Utang Yane Belum Ditagihkan KA KXK KKK NHH KKK KKK
Pendanatan Diterima Dimuka AKX KXK XXX 0. B.0.9.0,0.4
Pendanatan Yane Ditangeuhkan MK XXX HEX KKK KKK
Utane Jangka Pendek Lainnva L OO .09, W84 L O.9.W.0.0.9.9.0.4
L Jumlah Kewaiiban_ Jangks Pendek ).0.0.90.9.0.9..0.4 KK KR KKK
JUMLAH KEWAJIBAN ). 000, 9.9.9.9.9.4 ) 9.0.9.9.9.9.0.0.4

IEKUITAS
Ekuitas 19, 0.9.0.9.9.9.9.4 P.9.0.0.9.9.9.9.9.4

SOMLAH KEWAJIBAN DAN EXUITAS

b0, 0.0 0 0.0 0.0 40

). 9.0, 0. 9.9.9.9.9.4

s
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FORMAT BERITA ACARA REKONSILIASI (BAR} ANTARA KEMENTERIAN
NEGARA/LEMBAGA DENGAN BUN

A. FORMAT BERITA ACARA REKONSILIASI ANTARA UAKPA DENGAN KPPN

BERITA ACARA REKONSILIASI

Pada hari ini ......... tanggal ...... bulan ........ tahun....... telah diselenggarakan

rekonsiliasi data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) antara satuan kerja/satuan kerja
perangkat daerah.............ooocii kode {............ ), yang selanjutnya disebut
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN) .o kode {.......... ), yang selanjutnya disebut Kuasa

Bendahara Umum Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran sebagai
bahan rekonsiliasi, berupa:

1. Laporan Realisasi Anggaran Belanja periode....... tahup anggaran ........
2. Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja periode......... tahun
anggaran.......... .
3. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan periode...... tahun anggaran........
4. Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan periode............ tahun
anggaran...........
Pada tanggal......... bulan....... tahun........

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi dan
Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan SPM/STS yang disampaikan oleh Kuasa
Pengguna Anggaran yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP).

Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama dengan melakukan proses
pencocokan data dengan hasil sebagai berikut:

1. DIPA
Terdapat perbedaan .............coevvvieeiiiiiiiieeiieeenne, .antara data SiAP dengan data
SAI dengan nilai sebesar Rp .....cccoovvevvrreennne, (sebutkan seluruh unsurunsur yang
berbeda) '

2. LRA
Terdapat perbedaan ......cocoooevviiiiiiiniieinll . antara data SiAP dengan data SAI
dengan nilai sebesar Rp .......coocceeeiiiiennnnnn, (sebutkan seluruh unsur-unsur yang
berbeda)

3. NERACA :
Terdapat perbedaan .............ccccoveiieeeciieeereeenn. antara data SiAP dengan data SAI
dengan nilai sebesar Rp ..occccooeevivvvivneeennn, (sebutkan seluruh unsur-unsur yang
berbeda)

yang secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi. Laporan Hasil
Rekonsiliasi dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara
Rekonsiliasi (BAR) ini.
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" Kesalahan/ketidakcocokan data yang tertuang dalam BAR dan Laporan

Hasil Rekonsiliasi, menjadi dasar dilakukannya perbaikan terhadap data dan
laporan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Bendahara Umum Negara

Demikian berita acara ini dibuat untuk dilaksanakan.

a.n. Kuasa Bendahara Umum a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Negara,

B. FORMAT BERITA ACARA REKONSILIASI TINGKAT KANWIL ANTARA KANWIL DITJEN

PBN DENGAN UAPPA-W

BERITA ACARA REKONSILIASI

Pada hari imi ... tanggal ...... bulan ........ tahun....... telah
diselenggarakan  rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara kantor
wilayah /koordinator wilayah kementerian negara/lembaga ..........cooiiiiiiiiiininiininn

kode {............ ), vang selanjutnya disebut Unit Akuntansi Pembantu  Pengguna
Anggaran Wilayah (UAPPA-W), dengan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan {(Kanwil
Ditjen PBN)....ov e kode (.icvvivvinnnnn. ), yang selanjutnya

disebut Kuasa Bendahara Umum Negara.

Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah menyampaikan
Laporan Realisasi Anggaran sebagai bahan rekonsiliasi, berupa:

1. Laporan Realisasi Anggaran Belanja periode....... tahun anggaran........
2. Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja periode......... tahun
anggaram..........

Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan periode............ tahun
anggaran........... , '
Pada tanggal......... bulan....... tahun........

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi
dan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan SPM/STS yang disampaikan oleh Kuasa
Pengguna Anggaran yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP).

Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama dengan melakukan proses
pencocokan data dengan hasil sebagai berikut:

1. DIPA
Terdapat perbedaarn..............ooov i antara data SiAP dengan data SAI
dengan nilai sebesar Rp......ooeiiiiiiiiieinn. {sebutlkcan seluruh unsurunsur yang

berbeda)
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2. LRA
Terdapat perbedaan....i...co.covriiiiiiiiiieiiin antara data SIiAP dengan data SAI
dengan nilai sebesar Rp....coooorivivevrrinennnnnnn, (sebutican seluruh unsur-unsur yang
berbeda}

3. NERACA
- Terdapat perbedaan...........o.ooooiiin, antara data SiAP dengan data SAI
dengan mnilai sebesar Rp.......cooceenn, (sebutican seluruh unsur-unsur yang
berbeda} -

yang secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi. Laporan Hasil
Rekonsiliasi dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara
Rekonsiliasi (BAR) ini. '

Kesalahan /ketidakcocokan data yang tertuang dalam BAR dan Laporan
Hasil Rekonsiliasi, menjadi dasar dilakukannya perbaikan terhadap data dan laporan
Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Bendahara Umum Negara

Demikian Berita Acafa ini dibuat untuk dilaksanakan.

an. Kuasa Bendahara Umum a.n. Unit Akuntansi :
Negara, Pembantu  Pengguna  Anggaran
Wilayah
( ) ( )
NIP. .o, NIP i,

.FORMAT BERITA ACARA REKONSILIASI TINGKAT PUSAT ANTARA DIT. APK-DITJEN
PERBENDAHARAAN DENGAN UAPPA-E1 DAN UAPA

BERITA ACARA REKONSILIAS]

Pada hari ini ... tanggal ...... bulan ........ tahun....... telah
diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara kementerian
negara/lembaga/bagian anggaran..........ccoveeviiiiniiininiini e kode (evieennn. ), yang

selanjutnya disebut Pengguna Anggaran (PA), dengan Direktorat Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang selanjutnya disebut
Bendahara Umum Negara.

Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran sebagai bahan
rekonsiliasi, berupa: .

1. Laporan Realisasi Anggaran Belanja periode....... tabun anggaran........ _
2. Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja periode......... tahun
anggaran..........
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" Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi
dan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan SPM/STS yang disampaikan oleh Kuasa
Pengguna Anggaran yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP).
Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama dengan melakukan proses
pencocokan data dengan hasil sebagai berikut: '

1. DIPA _
Terdapat perbedaan........coovvviiiniriiniincinneen, antara data SIAP dengan data SAI
dengan nilai sebesar Rp......... PO (sebutkan seluruh unsur-unsur yang
berbeda)

2. LRA
Terdapat perbedaan..........coceiiviiiiiiiinieece e antara data SiAP dengan data SAI
dengan nilai sebesar Rp.....o.coccovviiiiinininnnn, (sebutkan seluruh unsur-unsur yang
berbeda)

3. NERACA
Terdapat perbedaan.........occooiivi i antara data SIAP dengan data SAI
dengan nilai sebesar Rp.......cooovviinn. (sebutkan seluruh unsur-unsur yang
berbeda) '

yang secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi. Laporan Hasil
Rekonsiliasi dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara
Rekonsiliasi (BAR) ini. :

Kesalahan /ketidakcocokan data yang tertuang dalam BAR dan Laporan
Hasil Rekonsiliasi, menjadi dasar dilakukannya perbaikan terhadap data dan laporan
Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Bendahara Umum Negara

Demikian berita acara ini dibuat untuk dilaksanakan.
a.n. Kuasa Bendahara Umum Negara, an. Unit Akuntansi Pembantu

Pengguna Anggaran Eselon I/Unit
Akuntansi Pengguna Anggaran
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BAB VI

FORMAT PERNYATAAN TELAH DIREVIU
A. PERNYATAAN TELAH DIREVIU KEMENTERIAN NEGARA /LEMBAGA

- PERNYATAAN TELAH DIREVIU KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA [NAMA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA] TAHUN ANGGARAN [TAHUN ANGGARAN]

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga [Nama
Kementerian Negara/Lembaga] untuk tahun anggaran [Tahun Anggaran] berupa
Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasicnal, Laporan Perubahan FEkuitas,
Neraca per tanggal [Tanggal Neraca], dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk
periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Reviu atas
Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Semua informasi yang dimuat
dalam Laporan Keuangan adalah penyajian manajemen Kementerian Negara/Lembaga
[Nama Kementerian Negara/Lembagal.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan,
dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan
transaksi dengan SAP. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan
dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan
untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena
itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

< Paragraph penjelasan - untuk menjelasikan hal-hal yang perlu dijelaskan terkait hasil
pelaksanaan reviu atas laporan keuangan >

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin
bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Per bendaharaan Negara, Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan
peratura_n lain yang terkait. :

[Nama Kota], [Tangga.l—Bulan—Tahun}
[Jabatan Penanda Tangan]

[Nama Penanda Tangan] [NIP]
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B. Pernyataan Telah Direviu Laporan Keuangan Konsolidasian BUN (LK BUN)

PERNYATAAN TELAH bIREVIU LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN BUN
(LK BUN) TAHUN ANGGARAN [TAHUN ANGGARAN]

Kami "telah merevin Laporan Keuangan Konsolidasian Bendahara Umum Negara
(LK BUN) untuk tahun anggaran [Tahun Anggaran] berupa Neraca per tanggal [Tanggal
Neraca], Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAK, Laporan Operasional,
Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan
untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat
dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Kementerian Keuangan atas nama Bendahara Umum Negara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan,
dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan
transaksi dengan SAP. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit
dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesiai dengan peraturan terkait
dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara
keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

< Paragraph penjelasan - dibuat apabila terdapat hal-hal yang perlu dijelaskan terkait hasil
pelaksanaan reviu atas laporan keuangan >

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin
bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Per bendaharaan Negara, Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan
peraturan lain yang terkait.

[Nama Kota], [Tanggal-Bulan-Tahun]
[Jabatan Penanda Tangan]

[Nama Penanda Tangan)] [NIP]

o
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C. PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
(LKPP)

PERNYATAAN TELAH DIREVIU .
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP)
TAHUN ANGGARAN [TAHUN ANGGARAN]

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) untuk tahun
anggaran [Tahun Anggaran] berupa Neraca per tanggal [Tanggal Neraca], Laporan
Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAK, Laporan Operasional, Laporan
Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk

 periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam
laporan keuangan adalah penyajian manajemen Pemerintah Pusat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan,
dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan
transaksi dengan SAP. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit
dibandingkan dengan lingkup ‘aundit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait
dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara
keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

< Paragraph penjelasan — dibuat apabila terdapat hal-hal yang perlu dUelaskan terkait hasil
pelaksanaan reviu atas laporan keuangan > _

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin
bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Per bendaharaan Negara, Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan
peraturan lain yang terkait.

[Nama Kotal, [Tanggal-Bulan-Tahun]
[Jabatan Penanda Tangan] -

[Nama Penanda Tangan] [NIP]
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1 T BAB VI
FORMAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

A. FORMAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN
NEGARA/LEMBAGA

1. Tingkat Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan <nama satker> selaku UAKPA yang terdiri dari
(a) Laporan Realisasi Anggaran (b) Laporan Operasional (¢} Laporan
Perubahan Ekuitas (d) Neraca dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan
Periode <Semester ..../Tahun Anggaran...> sebagaimana terlampir
adalah merupakan tanggung jawab kami.

<Paragraph penjelasan - untuk menjelaskan hal yang perlu
dijelaskan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan laporan
keuangan> '

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem
pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan
informasi pelaksanaan anggaran dan posisi- keunangan secara layak
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kepala Satuan Kerja




MENTERY KEUANGAN
REPUBLIINDONESIA

-71 -

2. Tingkat Pembantu Pengguna Anggaran — Wilayah (UAPPA-W)

Pernyataan Tanggung Jawab

Penggabungan Laporan Keuangan <Nama Kementerian
Negara/Lembaga> tingkat wilayah selaku UAPPA-W yang terdiri
dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (b) Laporan Operasional (c)
Laporan Perubahan Ekuitas (d) Neraca dan (e) Catatan atas Laporan
Keuangan Periode <Semester .... /Tahun Anggaran....> sebagaimana
terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan
substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja
merupakan tanggungjawab UAKPA.

<Paragraph penjelasan - untuk merjelaskan hal yang periu
dijelaskan terkait dengan proses penggabungan laporan keuangan
dan dalam penyusunan laporan keuangan, misalnya jumlah satker
yang mengirim dan tidak mengirim laporan keuangan -sampai dengan
batas walktu yang telah ditetapkan>

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem
pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan
informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kepala Kantor Wilayah
/Koordinator UPPA-W,
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3. Tingkat Pembantu Pengguna Anggaran — Eselon I (UAPPA-E1)

Pernyataan Tanggung Jawab

Penggabungan Laporan Keuangan <Nama Kementerian
Negara/Lembaga > tingkat Eselon I selaku UAPPA-E1 yang terdiri
dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (b) Laporan Operasional (c)
Laporan Perubahan ZEkuitas (d) Neraca dan (e) Catatan atas
Laporan Keuangan Periode <Semester .... /Tahun Anggaran....>
sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami,
sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing
Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

<Paragraph penjelasan — untuk menjelaskan hal yang perlu
dijelaskan terkait dengan proses penggabungan laporan keuangan
dan dalam penyusunan laporan keuangan, misalnya jumlah satker
yang mengirim dan tidak mengirim laporan keuangan sampai
dengan batas wakiu yang telah ditetapkan>

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan
sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah
menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan
secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kepala Direktorat Jenderal/
Kepala Badan /Kepala Pusat
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4. Tingkat Pehgguna Anggaran (UAPA)

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan <Nama Kementerian Negara/Lembaga
yang terdiri {a) Laporan Realisasi Anggaran (b) Laporan Operasional
(c) Laporan Perubahan Ekuitas (d) Neraca dan (e) Catatan atas
Laporan Keuangan Periode <Semester .... /Tahun Anggaran...>
sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

<Paragraph penjelasan — untuk menjelaskan hal yang perlu
dijelaskan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan
laporan keuangan>

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan
sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah
menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan
secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Menteri/Pimpinan Lembaga,
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B. PERNYATAAN 'TANGGUNG JAWAB LAPORAN KEUANGAN BUN

1. Tingkat UAKBUN-Daerah/KPPN

Pernyataan Tanggung Jawab

Isi'Laporan Keuangan KPPN <nama KPPN>, selaku UAKBUN-
Daerah yang terdiri dari (a) Laporan Arus Kas (b) Neraca KUN dan (c)
Catatan atas Laporan KXeuangan Periode <Semester .... /Tahun
Anggaran....> sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab
kami.

<Paragraph penjelasan - untuk menjelaskan hal yang perlu
dijelaskan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan laporan
keuangan>

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem
pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan
informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak
sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. ‘

Jakarta,
Kepala KPPN,
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2. Tingkat UAKKBUN-Kanwil

Pernyataan Tanggung Jawab

Isi Laporan Keuangan gabungan seluruh UAKBUN-D tingkat
Wilayah linglup <nama Karitor Wilayah Ditjen Perbendaharaan> yang
kami susun selaku UAKKBUN-Kanwil yang terdiri dari (a) Laporan Arus
Kas (b) Neraca KUN dan (c¢) Catatan atas Laporan Keuangan Periode
<Semester .... /Tahun Anggaran...> sebagaimana terlampir adalah
tanggung jawab kami, sedangkan subtansi Laporan Keuangan ini
merupakan tanggungjawab UAKBUN-D.

<Paragraph penjelasan -~ untuk menjelaskan hal yang perlu
dielaskan terkait dengan proses penggabungan laporan keuangan dan
dalam penyusunan laporan keuangan, misalnya jumlah UAKBUN-D yang
mengirim dan tidak mengirim laporan keuangan sampai dengan batas
walktu yang telah ditetapkan>

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem
pengendalian intern yang memadai dan isinya ‘telah menyajikan
informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak
sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Jakarta,
Kepala Kanwil,
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3. Tingkat Kuvasa BUN-PUSAT

Pernyataan Tanggung Jawab

Isi Laporan Keuangan Direktorat Pengelolaan Kas Negara éelaku
UAKBUN-Pusat yang terdiri dari (a) Laporan Arus Kas (b) Neraca KUN
dan (c) Catatan atas Laporan Keuangan Periode <Semester .... /Tahun

Anggaran....> sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung
jawab kami. ' '

<Paragraph penjelasan -~ untuk menjelaskan hal yang perlu
dijelaskan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan laporan
keuangan> :

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem
pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan
informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak
sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Jakarta,
Direktur PKN,
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4. Tingkat UAPBUN-AP

Pernyataan Tanggung Jawab

Isi Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku
UAPBUN-AP yang terdiri dari (a) Laporan Arus Kas (b) Neraca KUN dan
(c) Catatan atas Laporan Keuangan Periode <Semester..... /Tahun
Anggaran....> sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab
kami.

<Paragraph penjelasan - untuk menjelaskan hal yang perlu

dijelaskan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan laporan
keuangan>

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan . sistem
pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan
informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak,
sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Jakarta,
Direktur Jenderal
Perbendaharaan,
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5. Timgkat UAPBUN-Pengelolaan Utang

Pernyataan Tanggung Jawab

Isi Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang
selakku UAPBUN-Pengelolaan Utang Pemerintah, yvang terdiri dari (a)
Laporan Realisasi Anggaran (b) Laporan Operasional (c¢)] Laporan
Perubahan Ekuitas (d) Neraca dan (¢} Catatan atas Laporan Keuangan
Periode <Semester .... /Tahun Anggaran....> sebagaimana terlampir
adalah merupakan tanggung jawab kami.

<Paragraph penjelasan - untuk menjelaskan hal yang perlu
dijelaskan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan laporan
keuangan>

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem
pengendalian intern vang memadai dan isinya telah menyajikan,
informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak
sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan

Jakarta, -
Direktur Jenderal Pengelolaan
Utang,
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6. Timgkat UAPBUN-Pengelolaan Hibah

Pernyataan Tanggung Jawab

Isi Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang
selaku UAPBUN-Pengelolaan Hibah, yang terdiri dari (a) Laporan
Realisasi Anggaran (b) Laporan Operasional (¢} Laporan Perubahan
Ekuitas (d) Neraca dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan .Periode
<Semester .... /Tahun Anggaran...> sebagaimana terlampir adalah
merupakan tanggung jawab kami.

<Paragraph penjelasan - untuk menjelaskan hal yang periu
dijelaskan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan laporan
keuangan>

Laporan keuangan ‘tersebut telah disusun berdasarkan sistem
pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan
informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak
sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan

Jakarta,
Direktur Jenderal
Pengelolaan Utang,
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7. Tingkat UAPBUN-Pengelolaan Investasi Pemerintah

Pernyataan Tanggung Jawab

Isi Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara“ selaku
UAPBUN' Pengelolaan Investasi Pemerintah, yang terdiri dari (a)
Laporan Realisasi Anggaran (b) Laporan Operasional (c¢) Laporan
Perubahan Ekuitas (d) Neraca dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan
Periode <Semester .... /Tahun Anggaran...> sebagaimana terlampir
adalah merupakan tanggung jawab kami.

<Paragraph penjelasan - untuk menjelaskan hal yang perlu
dijelaskan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan laporan
keuangan>

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem
pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan
informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak
sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan

Jakarta,
Direktur Jenderal Kekayaan
Negara,
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8. Tingkat UAPBUN—Pengelolaan Penerusan Pinjaman

Pernyataan Tanggung Jawab

Isi Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
selaku UAPBUN Pengelolaan Penerusan Pinjaman, yang terdiri dari (a)
Laporan 'Realisasi Anggaran (b) Laporan Operasional (c) Laporan
Perubahan Ekuitas (d) Neraca dan (e} Catatan atas Laporan Keuangan
Periode <Semester .... /Tahun Anggaran...> sebagaimana terlampir
adalah merupakan tanggung jawab kami. ' |

<Paragraph penjelasan — untuk menjelaskan hal yang perlu
dijelaskan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan laporan
keuangan> :

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem
pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan
informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak
sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Jakarta,
Direktur Jenderal
Perbendaharaan,

e,



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

- 872 -

9. Tingkat UAPBUN Pengelolaan Transfer Ke Daerah

Pernyataan Tanggung Jawab

Isi TLaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan selaku UAPBUN Péngelolaan Transfer ke Daerah, yang terdiri
dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (b) Laporan Operasional (¢) Laporan
Perubahan Ekuitas (d) Neraca dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan
Periode <Semester .... /Tahun Anggaran....> sebagaimana terlampir
adalah merupakan tanggung jawab kami.

<Paragraph penjelasan - untuk menjelaskan hal yang perlu
dijelaskan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan laporan
keuangan>

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem
pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan
informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara Iayak
sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Jakarta,
Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangamn,
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10.Tingkat UAPBUN Pengelolaan Belanja Subsidi

Pernyataan Tanggung Jawab

. Isi Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran selaku
UAPBUN'" Pengelolaan Belanja Subsidi, yang terdiri dari (a) Laporan
Realisasi Anggaran (b) Laporan Operasional (¢} Laporan Perubahan
Ekuitas (d) Neraca dan (¢} Catatan atas Laporan Keuangan Periode
<Semester .... /Tahun Anggaran...> sebagaimana terlampir adalah
merupakan tanggung jawab kami.

<Paragraph penjelasan — untuk menjelaskan hal yang perlu
difelaskan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan laporan
keuangan>

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem
pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan
informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak
sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. )

Jakarta,
Direktur Jenderal Anggaran,
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11.Tingkat UAPBUN Pengelolaan Belanja Lain-Lain

Pernyataan Tanggung Jawab

Isi Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran selaku
UAPBUN Pengelolaan Belanja Lain-lain, yang terdiri dari (a) Laporan
Realisasi Anggaran (b) Laporan Operasional (¢} Laporan Perubahan
Ekuitas (d} Neraca dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Periode
<Semester ... /Tahun Anggaran...> sebagaimana terlampir adalah
merupakan tanggung jawab kami.

<Paragraph penjelasan - untuk menjelaskan hal yang perlu
dijelaskan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan laporan
keuangan>

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem
pengendalian intern yang memadali dan isinya telah menyajikan,
informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak
sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Jakarta,
Direktur Jenderal Anggaran,
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12.Tingkat UAPBUN-TK

Pernyataan Tanggung Jawab

Isi Laporan -Keuangan <unit eselon [ pada Kementerian
Keuangan> selaku UAPBUN Transaksi Khusus yang terdiri dari (a)
Laporan Realisasi Anggaran (b) Laporan Operasional ({c) Laporan
Perubahan Ekuitas {d) Neraca dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan
Periode <Semester .... /Tahun Anggaran...> sebagaimana terlampir
adalah merupakan tanggung jawab kami.

<Paragraph penjelasan — untuk menjelaskan hal yang perlu
dijelaskan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan laporan
keuangan>

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem
pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan
informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak
sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Jakarta,
Pimpinan Unit Eselon I
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13. Tingkat UAKPBUN-TK

Pernyataan Tanggung Jawab

Penggabungan - Laporan Keuangan Direktorat Jenderal
Perbendahatraan selakun UAKPBUN Transaksi Khusus yang terdiri dari (a)
Laporan Realisasi Anggaran (b} Laporan Operasional (c¢) Laporan
Perubahan Ekuitas (d) Neraca dan (¢) Catatan atas Laporan Keuangan
Periode <Semester .... /Tahun Anggaran....> sebagaimana terlampir adalah
merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi laporan keuangan
dari masing-masing Pembantu BUN merupakan tanggung jawab UAPBUN.

<Paragraph penjelasan - untuk menjelaskan hal yang perlu
dijelaskan terkait dengan haI yang khusus dalam penyusunan laporan
keuangan>

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem
pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi
pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan
standar akuntansi pemerintahan.

Jakarta, .....oooiveienennn.
Direktur Jenderal
Perbendahaaraan,
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14.Tingkat UABUN

Pernyataan Tanggung Jawab

Isi Laporan Keuangan Menteri Keuangan selaku UABUN yang
terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (b) Laporan Operasional (c)
Laporan Arus Kas (d) Laporan Perubahan Ekuitas (e) Laporan
Perubahan Saldo Anggaran Lebih (f) Neraca dan (g) Catatan atas
Laporan Keuangan Periode <Semester .... /Tahun Anggaran....>
sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

<Paragraph penjelasan - untuk menjelaskan hal yang perlu
dijelaskan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan laporan
keuangan>

Laporan Keuangan.tersebut telah disusun berdasarkan sistem
pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan

informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak

sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan

Jakarta,
Menteri Kenangan Republik Indonesia,




MENTER| KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 88 -

15. TINGKAT UAPP (KONSOLIDASIAN LKPP)

Pernyataan Tanggung Jawab

Isi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang terdiri dari (a)
Laporan Realisasi Anggaran (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih (c) Laporan Operasional (d) Laporan Perubahan Ekuitas (e) Neraca
(f) Laporan Arus Kas dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan Periode
<Semester .... /Tahun Anggaran....> sebagaimana terlampir adalah
merupakan tanggung jawab kami.

<Paragraph penjelasan - untuk menjelaskan hal yang periu
dijelaskan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan laporan
keuangan>

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem
pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan
informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak
sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan -

Jakarta,
an. Presiden Republik Indonesia
Menteri Keuangan,
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